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MOTTO:

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa

yang kamu kerjakan” ( Q.S Al-Hadid : 4 )"

* Kementrian Agama, Al’Quran, Surah Al-Hadid ayat : 4
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RINGKASAN

Perumusan tindak pidana terkait penelantaran anak terdapat dalam Pasal
304 KUHP sampai dengan Pasal 308 KUHP. Peraturan Undang-Undang lain yang
mengatur terkait dengan penelantaran anak adalah Undang-Undang Perlindungan
Anak dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B , kemudian Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a. Kedua
undang-undang tersebut memiliki isi pasal, unsur pasal, dan sanksi yang berbeda
walaupun sama sama tekait dengan penelantaran anak. Putusan Pengadilan Negeri
Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl hakim menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa seorang
nenek menggunakan Pasal 305 KUHP. Hakim Tidak menggunakan undang-undang
khusus yang terkait dengan penelantaran anak yaitu Undang-Undang Perlindungan
Anak dan Undang-Undang PKDRT terhadap kasus penelantaran anak tersebut
berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, dimana asas tersebut
memiliki arti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.
Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: yang
pertama, Apakah perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang
Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan
undang-undang tersebut? Kedua, Apakah hakim telah mempertimbangkan Undang-
Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor :
23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali?
Tujuan skripsi ini ada dua hal yaitu: Untuk mengetahui dan menganalis unsur
penelantaran anak dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang
Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Dan
untuk memahami dan menganalisis Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi apakah
hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang PKDRT berdasarkan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode
penulisan skripsi ini dengan tipe penelitian yuridis-Normatif. Pendekatan masalah
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

xii
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konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini
ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu
hukum yang penulis teliti dan menganalisis bahan hukum menggunakan metode
deduktif.

Hasil analisis yang sudah penulis lakukan menunjukkan bahwa Perbedaan
unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut terletak
pada unsur pelaku dan sanksi pemidanaannya. Hakim belum mempertimbangkan
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan
Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi
Generali.

Saran penulis ialah hakim dalan memutus suatu perkara selain
memperhatikan pasal demi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, juga harus
melihat apakah undang-undang yang digunakan sudah tepat dengan memperhatikan
asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana termasuk Asas Lex Specialis Derogat
Legi Generali. Pentingnya adanya kesamaan pemahaman mengenai Asas Lex
Soecialis Derogat Legi Generali serta penerapannya oleh aparatur penegak hukum
agar terciptanya sinkronisasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan
wewenang untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan Asas
Lex Secialis Sstematis dan Asas Lex Consumen Derogat Legi Consumte yang
merupakan tururnan dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, terhadap
perbuatan terdakwa dapat ditindak dengan ketentuan dalam Pasal 76 B Undang-
Undang Perlindungan Anak.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anak
merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maupun
yang masih di dalam kandungan.! Sedangkan bayi merupakan manusia yang baru lahir
atau berusia 0 bulan sampai berumur 1 (satu) tahun.? Pasal 2 Burgerlijk Wetboek
menyebutkan bahwa seorang anak yang masih didalam kandungan ibu dianggap
sebagai subjek hukum selama kepentingan anak menghendaki, ini menandakan bahwa
perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut didalam kandungan dan
akan tetap terus berlanjut setelah anak dilahirkan. Sejatinya anak memiliki hak atas
kelangsungan hidup, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.®

Perlindungan hukum terhadap anak secara konkrit dituangkan kedalam sebuah
Hukum Nasional yang berisi perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu Hukum
Nasional tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak ( yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Dalam
Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh
orang yang bertanggung jawab kepadanya, yaitu orang tua ataupun keluarga. Anak
berhak mendapat kesgjahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih
sayang oleh orang yang memiliki tanggung jawab kepadanya.*

! Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2 Saifudin Abdul Bahri, Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal,
Jakarta, YBP_SP, 2002, him.2.

3 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang K esgjahteraan Anak.
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Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun yang sudah dilahirkan.® Orang tua berkewajiban untuk merawat
anak dengan baik dan layak semasa di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan
agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Namun tidak semua anak
beruntung mendapatkan hak-hak mereka. Seorang anak yang kelahirannya tidak
dikehendaki misalnya, sangat rawan untuk ditelantarkan karena ketidaksiapan orang
tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar. Penelantaran anak
merupakan suatu tindak pidana karena tidak mencerminkan sisi humanisme sebagai
manusia.® Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara,
terbengkalai, tidak terurus.” Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.® Penelantaran
anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan
kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Perlakuan penelantaran dapat
berupa perbuatan dengan sengaja mengabaikan kewajiban untuk memelihara,

mengurus, merawat anak sebagaimana mestinya.®

Perbuatan penelantaran anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) pada Bab XV Buku Il (kejahatan) mengenai
meninggalkan orang yang perlu ditolong. Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkaitan
degan penelantaran anak adalah Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307 dan Pasal
308 dan Pasal 309. Semua pasal tersebut berlaku kepadaanak yang ditelantarkan dalam
keadaan hidup.

5 Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang K esgjahteraan Anak

6 Airlangga Justisa, Pembuangan Bayi Dalam Prespektif Penelantaran Anak, UBELAJ,
Volume 3 Number 1, April 2018, him.28.

" Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976, him.564.

8 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

9 Penjelasan Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Instumen hukum diluar KUHP yang mengatur terkait perbuatan penelantaran
anak antaralain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya
disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), kemudian Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya
disebut Undang-Undang PKDRT).

Undang-Undang Perlindungan anak dibentuk sebagai upaya perlindungan
terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.'® Penelantaran anak
didalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur didalam Pasal 76 B jo. Pasal 77 B.
Pasal 76 B yang berisi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Terhadap
seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenai sanksi yang terdapat
didalam Pasal 77 B berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus jutarupiah).

Undang-Undang PKDRT dibentuk sebagai jaminan yang diberikan oleh negara
untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah
tangga.l! Terkhusus kepada kaum perempuan (istri) dan anak yang sering menjadi
korban perlakuan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Larangan terhadap
perbuatan penelantaran anak didalam Undang-Undang PKDRT terdapat pada Pasal 9
ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a. Pasal 9 ayat (1) berisi “Setiap orang dilarang
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Terhadap seseorang

10 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindngan Anak.
11 pPasal 4 Undang-Undang PKDRT.
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yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam Pasal 49
huruf a berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Didalam hukum pidana terdapat Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang secara eksplisit
mengatur, “jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula
dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan.? KUHP
menjadi aturan hukum yang umum, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak
dan Undang-Undang PKDRT menjadi aturan hukum yang khusus terkait dengan
penelantaran anak.

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl hakim
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan
oleh terdakwa seorang nenek menggunakan Pasal 305 KUHP dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Putusan hakim sama dengan dakwaan yang
diberikan oleh penuntut umum menggunakan Pasal 305 KUHP. Tidak digunakannya
undang-undang khusus yang terkait dengan penelantaran anak yaitu Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT terhadap kasus penelantaran anak
tersebut berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali menimbulkan
pertanyaan apakah kedua undang-undang tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim.
Melihat isi pasal beserta sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan
Anak dan Undang-Undang PKDRT terhadap pelaku penelantaran anak, perlu diketahui
perbedaan unsur-unsur pasal dari kedua undang-undang tersebut yang dihubungkan
dengan tujuan dibentuknya kedua undang-undang tersebut, hal ini dikarenakan kedua
undang-undang tersebut memiliki isi pasal, unsur pasal, dan sanksi yang berbeda
walaupun sama sama tekait dengan penelantaran anak. Maka dari itu penulis tertarik
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PUTUSAN HAKIM

12 O.SHiarig Eddy, Prinsip-prinsif Hukum Pidana (edis revisi), Y ogyakarta, Cahaya Atma
Pustaka, 2014, him. 415.
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DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK” (Putusan Nomor:
23/Pid.B/2015/PN.Byl), yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

1.2 Rumusan M asalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, yang akan dibahas dalam

penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.

2.

Apakah perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang
Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan
pembentukan undang-undang tersebut?

Apakah hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan anak
dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl
berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali?

1.3 Tujuan Penulisan

Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari

Penulisan skripsi ini adalah :

1.

Untuk mengetahui dan menganalis unsur penelantaran anak dalam Undang-
Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan
pembentukan undang-undang tersebut.

Untuk memahami dan menganalisis Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi
apakah hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak
dan Undang-Undang PKDRT berdasarkan Asas Lex Spesialis Derogat Legi

Generali.

1.4 M etode Pendlitian

Metode merupakan cara bagaimana memperoleh, menemukan hasil, dan

menggunakan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang nyata atau konkrit.

Sedangkan pengertian penelitian secara umum adalah suatu sarana pokok untuk
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mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang dilakukan secara aktif,
tekun, dan sistematis. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah seperti skripsi, tidak
terlepas dari suatu metode penelitian. Menggunakan metode disebuah penelitian
merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan demi memperoleh kebenaran hukum.
Dengan menggunakan metode penelitian mempermudah mengembangkan data agar
memperlancar penyusunan penulisan karyailmiah yang baik dan benar, sehingga hasil
dari penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.®

1.4.1 Tipe Pendlitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Y uridis-Normatif, artinya
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif yang berlaku. * Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan
dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-
undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan
dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.

1.4.2 Pendekatan M asalah

Dalam memecahkan isu hukum melalui penelitian sangat diperlukan
pendekatan sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat. Beberapa macam
pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach)®. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Persada Group, 2010, him. 35

14Johnny Ibrahim, Teori Metodologi Pendlitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2005,
him.295

15 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him 29

16 |bid, him.133.
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dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menelaah kasus-kasus
terkait dengan isu yang diteliti, dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan
hukum tetap. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara
menelaah latar belakang apa yang terjadi dan perkembangan pengetahuan mengenai
isu hukum yang diteliti. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan
dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang
yang berasal dari negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan konseptual adalah
pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum berupa pngertian, konsep, dan asas
yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan
perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang akan diteliti. Suatu penelitian yuridis-normatif tentu harus
menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai mana disebutkan dalam bahan
hukum primer, karena yang menjadi fokus penelitian adalah aturan hukum.'’” Misalkan
dengan melihat kesesuaian dan konsisten antara perundang-undangan yang satu dengan
yang lain berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti tujuannya agar mendapat

argumen terkait dengan permasalahan yang dihadapai.

Metode pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual
approach) dimana pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-
pandangan yang berkembang didalam ilmu hukum.'® Pendekatan konseptual sangat

penting sebagai suatu pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

7 1bid, him.133.
18 1bid, him.135.
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menyelesaikan isu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan
doktrin AsasLex SpecialisDerogat Legi Generali, yaitu dasar atau aturan yang sifatnya
khusus (specialis) mengasampingkan aturan yang sifatnya umum (generali) dengan
perbuatan yang sama, sehingga aturan yang umum tidak lagi berlaku sebagai hukum
karenatelah ada aturan yang lebih khusus, selain itu penulisan skripsi ini menggunakan
Asas Legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum perlu sebagai pemecah isu hukum didalam sebuah penelitian dan
sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang harus diperlukan sumber-sumber
penelitian. Sumber bahan non hukum dapat digunakan apabila memang diperlukan
didalam sebuah penelitian, disamping sumber penelitian bahan-bahan hukum.*®

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat otoritas.?° Bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan hakim?*. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan

skrispi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

2. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

191bid, him.183.
20 |bid, him.181.
21 1bid, him.181.
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5. Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

7. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari seluruh
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumentasi resmi.?? Sumber
bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku hukum, skripsi, tesis, dan desertasi
hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga termasuk dalam kasus-kasus hukum
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder digunakan
untuk mendukung, melengkapi, dan membahas masalah yang akan dibahas. Penulis
menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, literatur
hukum, makalah ilmiah yang berkaitan dengan hukum, dan yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang dilakukan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah

antaralain :%®

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dianggap
mempunyai relevansi terhadap isu yang dihadapi;

22 |bid, him.181.
2 |bid, him. 213.
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. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang
telah dikumpulkan

. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar dapat menjawab
permasalahan yang ditemukan;

. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam

kesimpulan.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tindak Pidana

Ada tiga masalah yang menjadi sentral atau pokok dalam hukum pidana yaitu
tindak pidana atau dapat disebut perbuatan pidana, delik, criminal act, strafbaarfeit,
kemudian pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) serta masalah pidana
atau pemidanaan.?* Tindak pidana memiliki hubungan sangat erat dengan kriminalisasi
(criminal policy). Kriminalisasi dianggap sebagai suatu proses penetapan perbuatan
yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi sebuah tindak pidana. Pengertian
tindak pidanatidak dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan termasuk
di dalam KUHP. Pengertian tindak pidana dapat ditemukan melalui doktrin-doktrin
yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Strafbaarfeit atau tindak pidanaberasal dari hukum pidanaBelanda. Para
Sarjana menyebut strafbaarfeit atau tindak pidana dengan istilah yang berbeda-beda.
Selain strafbaarfeit juga terdapat istilah lain yang disebut dengan delik, istilah ini
berasal dari bahasa latin yaitu delictum. Kemudian beberapa sarjana lain seperti
Moeljatno menyebut tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”’. Kemudian Tirta
atmidjaja dan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Dari sebagian istilah
yang digunakan oleh para sarjana untuk menyebut istilah strafbaarfeit pendapat dari
Satochid telah disetujui oleh Engelbrecht dengan memakai istilah “tindak Pidana”.?

24 Ariman,M.Rasyid, dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, cetakan kedua, Maang, Setara Press,
2016, him.57.
25 |bid, him.58

11
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Kata “feit” memiliki arti “peristiwa”, akan tetapi Satochid tidak setuju dengan
istilah tersebut karena didalam bahasa indonesia peristiwa itu bukan hanya sga
meliputi perbuatan manusia. Sedangkan Strafbarfeeit merupakan perbuatan manusia
(menselijke handeling), sehingga menurut Satochid sangat tidak tepat bila digunakan
istilah “peristiwa”. Moeljatno juga kurang sependapat dengan istilah “peristiwa” sebab
peristiwa adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian
tertentu.?® Perigtiwa tidak mungkin dilarang apabila tidak ada hubungannya dengan
kelakuan orang.

Istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”, yang
dalam perkembangannya sering dipakai dalam perundang-undangan. Istilah “tindak”
menyatakan keadaan konkret sama halnya dengan “peristiwa” namun yang
membedakan adalah bahwa tindak merupakan kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau
sifat jasmani orang. Sedangkan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang
menunjuk kepada dua keadaan konkret : adanya kejadian tertentu, dan adanya orang
yang berbuat, yang mengakibatkan atau menimbulkan kejadian itu.?’ Perbuatan
memiliki arti yang sempit, dimana perbuatan tidak hanya meliputi gerakan badan atau
aktif sgja, melainkan termasuk dalam perbuatan yang pasif seperti tidak memberikan
pertolongan kepada orang yang dalam keadaan berbahaya. 22 Setiap perbuatan harus
disadari atau dikehendaki.

Dalam bahasa Belanda perbuatan disebut ‘handeling”. Simons menerangkan
bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling), yang diancam dengan pidana, yang
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh

orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.?® Menurut Van Hamel

% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edis Revis Cetakan 9, Jakarta, Rineka Cipta, 2015,
him.60.

27 | bid, HIm.59.

28 Ariman,M.Rasyid, dan Fahmi Raghib , Op.Cit, him.59.

2 Modljatno, Loc.Cit. him.60
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Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam
wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) yang dilakukan
dengan kesalahan.® Dari pengertian para sarjana di atas dalam pokoknya dapat ditarik
kesimpulan bahwa feit pada strafbaarfeit adalah kelakuan atau tingkah laku
(handeling) yang berhubungan dengan kesalahan orang yang melakukan kelakuan tadi.

Ada beberapa definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana
Menurut Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh
Undang-undang. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang
dirumuskan dan dipidana dalam suatu ketentuan undang-undang. Van Hattum
berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang
dapat dipidana. Kemudian Moeljatno merumuskan tindak pidana itu sebagai perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu.3!
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, sedangkan
ancaman ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, kedua hal tersebut
memiliki kaitan yang erat satu sama lain, kejadian tidak dapat dilarang, jika bukan
ditimbulkan oleh orang, dan orang tidak akan diancam dengan pidana jika bukan

karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Sifat umum dari tindakan yang diancam dan dipidana adalah melanggar
kepentingan hukum, dan membahayakan kepentingan hukum. Sedangkan kepentingan
hukum harus dijaga dan tidak dilanggar. Apa yang dianggap sebagai kepentingan
hukum tergantung dari kesadaran masyarakat dan dapat berubah mengikuti
perkembangan masyarakat.

0 1bid. him.60
31 1bid, him.59.
32 1bid, him.59.
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2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan juga diperlukan
keadaan tertentu atau ikhwal yang menyertai perbuatan. Van Hamel membagi ikhwal
menjadi dua yaitu yang mengenai keadaan tertentu di dalam diri si pelaku, dan keadaan
tertentu yang mengenai di luar diri si pelaku.*® Perlu ditekankan bahwa meskipun pada
umumnya perbuatan pidana merupakan keadaan lahir dan terdiri dari elemen-elemen
lahir, ada kalanya dalam perumusan juga dibutuhkan elemen batin yaitu sifat melawan
hukum yang subjektif.>*

Menurut sifatnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur
Objektif dan unsur Subjektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Objektif adalah
unsur-unsur yang melekat pada perbuatan yang berhubungan dengan suatu keadaan,
yang dapat berupa® :

a) Perbuatan manusia, seperti “mengambil”
b) Suatu akibat perbuatan, seperti “menghilangkan nyawa seseorang”
¢) Keadaan, seperti “merusak kesusilaan”
Kemudian Unsur-Unsur Subjektif melekat pada pelaku atau subjek tindak
pidana yang berada di dalam diri dan hati pelaku kejahatan, terdiri dari =°:

a) Kesalahan, baik sengaja atau kelalaian
b) Keadaan jiwayang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

C) Predikat atau kualitas dari pelaku misalkan “pegawai negeri”.

33 |bid, him.64.
34 |bid, him.70.
35 Ariman,M.Rasyid, dan Fahmi Raghib , Op.Cit, him.70.
36 | bid, him.70.
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Unsur atau elemen tindak pidana menururt Moeljiatno adalah sebagai berikut® :

a) Kelakuan atau akibat (perbuatan)

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

¢) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d) Unsur melawan hukum yang objektif

e) Unsur melwan hukum yang subjektif

Moeljatno mengemukakan konsep apabila semua unsur tindak pidana tidak
dapat dibuktikan, maka terhadap unsur objektif keputusannya adalah terdakwa harus
dibebaskan, kemudian terhadap unsur subjektif apabila tidak dibuktikan maka
terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Namun agjaran ini tidak diikuti oleh seluruh
hakim di Indonesia. Hakim cenderung mengikuti gjaran Vrij di Negeri Belanda yang
membedakan antara (elementen) atau unsur-unsur dan (bestandelen) yaitu bagian-
bagian. (Bestandelen) adalah bagian-bagian perbuatan yang dirumuskan didalam
undang-undang. (Elementen) adalah syarat dilarangnya perbuatan dan diancam dengan

pidana.®® Bagian dari (elementen) adalah

a) Kemampuan si pembuat bertanggung jawab
b) Sifat buruk perbuatan tersebut

) Perbuatan tersebut melawan hukum?®

2.2 Penelantaran Anak Dari Prespektif Hukum Nasional Indonesia

Perlakuan salah terhadap anak adalah segala tindakan yang dapat mengancam
tumbuh kembang dan kesegjahteraan anak, baik dalam bentuk perlakuan salah pada
fisik, psikis atau emosional, seksual, dan penelantaran.*® Perlakuan salah sering disebut

37 Modljatno, Op.Cit, him.69.

%8 Ariman,M.Rasyid, dan Fahmi Raghib, Op.Cit, him.71.

% |bid, him.72.

40 Tri Rejeki Andayani, Bimo Walgito, Perlakuan Salah Pada Anak (Child Abuse) Ditinjau
Dari Nilai Anak dan Tingkat Pendidkan Orang Tua, Sosiochumanika Volume 3 Number 15, September
2002, him.625.
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dengan kekerasan pada anak atau child abuse. Penelantaran menurut Irwanto
merupakan tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam
memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian
(Irwanto, 2014). Sedangkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang
tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kehidupan anak tidak dapat terpenuhi
dengan wajar baik jasmani ,rohani maupun sosial.*! Seorang anak yang kelahirannya
tidak dikehendaki misalnya, sangat rawan untuk ditelantarkan karena ketidaksiapan
orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar. Perumusan tindak
pidana terkait perbuatan penelantaran anak di dalam peraturan hukum (undang-
undang) sangatlah penting. Di dalam pasal-pasal tersebut memuat sanksi yang dapat
digunakan untuk menjerat pelaku penelantaran anak yang baru dilahirkan. Selain
sanksi di dalam peraturan hukum yang akan penulis bahas juga termuat beberapa hak-
hak anak yang harus dilindungi yang berhubungan dengan penelantaran anak.

2.2.1 Penelantaran Anak Menurut UU HAM

Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) yang berkaitan
dengan penelantaran anak adalah pada Pasal 58, yang pada intinya setiap anak yang
berada didalam pengasuhan orang tua atau wali, atau orang yang bertanggung jawab
kepada pengasuhan anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik
maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan. Jikaorang tuaatau wali,
atau orang yang bertanggungjawab pada pengasuhan tersebut melakukan hal-hal yang
dilarang dalam Pasal 58 termasuk pemerkosaan dan pembunuhan akan dikenai

pemberatan terhadap sanksi atau hukuman.*?

41 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak.
42 Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang HAM.
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2.2.2 Penelantaran Anak Menurut UU K esgjahteraan Anak

Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesgjahteraan Anak ( yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

yang memuat hak-hak anak dan berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai
berikut:

a)

b)

Pasal 1 Angka 7

Didalam pasal 1 angka 7 memberikan definisi terhadap anak terlantar, yaitu
anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

Pasal 2 Ayat (1)

Terdapat beberapa hak anak yang termuat didalam pasal ini yaitu, hak atas
kesgjahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang
baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar. Anak berhak mendapatkan asuhan, ini
menunjukkan bahwa anak yang baru lahir berhak diasuh oleh orang tua
kandungnya yang dapat berupa asuhan kasih sayang, memberi asi,dll.

Pasal 2 Ayat (3)

Pasal ini beriss bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan
pemeliharaan sejak anak didalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

2.2.3 Pendlantaran Anak Menurut KUHP

Penelantaran anak yang baru saja dilahirkan diatur didalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XV Buku Il (kejahatan) mengenai mininggalkan

orang yang perlu ditolong, antaralain:

a)

Pasal 304 KUHP
Pasal ini menjerat seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau

membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia memiliki kewajiban
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memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena
hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan
anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak asuhnya.*®
Diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau
pidana denda Rp.4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
b) Pasal 305 KUHP

Pasal ini menjerat siapa saja yang “Menaruhkan anak” atau “menempatkan
anak” = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum
berumur 7 tahun di suatu tempat, sehingga dapat ditemukan oleh orang lain
dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk
melepaskan tanggung jawab atas anak itu.** Diancam pidana penjara maksimal
5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

c) Pasal 306 KUHP
Apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 305 KUHP
menyebabkan luka berat atau mati, dihukum lebih berat.*® Terhadap luka berat
maka maksimal pidana penjaranyaadalah 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Luka
berat seperti penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi
dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak
cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai (kehilangan)
salah satu panca indera, kudung (romping) dalam teks bahasa Belandanya
‘verminking’, cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan
yang putus, lumpuh (verlamming), berubah pikiran lebih dari empat minggu,
menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.*® Selain dari 7

macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang

4 R. Soedlo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995, him. 223.

4 | bid, him.224.

4 |bid, him. 224.

4 | bid, him. 98.
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dengan kata sehari-hari disebut ‘luka berat’. Terhadap perbuatan berdasarkan
Pasal 304 KUHP dan Pasal 305 KUHP mengakibatkan mati maka maksimal
pidana penjara adalah 9 (sembilan) tahun.

Pasal 307 KUHP

Pasal ini menjerat khusus untuk bapak atau ibu orang tua kandung dari anak
tersebut yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 305 KUHP maksimal
pidana penjara ditambah sepertiga, dan apabila perbuatatan berdasarkan Pasal
305 KUHP menyebabkan anak menderita luka berat bahkan kematian
berdasarkan Pasal 306 KUHP maka maksimal pidana penjara juga ditambah
dengan sepertiga.

Pasal 308 KUHP

Pasal ini menjerat khusus bagi ibu baik kawin maupun tidak, yang dengan
sengaja membuang anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama
sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.*’
Maksimal pidana penjara dalam Pasal 305 KUHP dan Pasal 306 KUHP
dikurangi hingga separuh.

2.2.4 Penelantaran Anak Menurut UU PKDRT

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang
PKDRT) memberikan definisi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu
jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi
korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada
kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis,

seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat

471bid, him. 224.
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hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk
menciptakan serta melindungi keharmonisan keluarga. Didalam Undang-Undang
PKDRT juga terdapat pasal yang berhubungan dengan larangan melakukan
penelantaran anak, yaitu:

a) Pasa 5
Pasal ini berisi larangan bagi siapa saja untuk tidak melakukan kekerasan baik
fisik, psikis, seksual, dan penelantaran didalam rumah tangga.

b) Pasal 9 Ayat (1)
Pasal ini berisi larangan bagi sigpa saja yang memiliki tanggung jawab dalam
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan menurut hukum yang
berlaku padanya atau oleh sebab perjanjian atau persetujuan, dilarang
melakukan penelantaran didalam kehidupan rumah tangganya.

¢) Pasal 49 huruf a
Terhadap pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal
9 Ayat (1) Undang-Undang PKDRT, pelaku akan dikenakan pidana berupa
penjara maksimal 3 (tiga) tahun, atau denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : suami, isti
dan anak, orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri, anak
akibat dari hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja
membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*®

2.2.5 Penelantaran Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (yang selanjutnya disebut
dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) dibentuk sebagai upaya perlindungan

48 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PKDRT.
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terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*® Pemerintah mengeluarkan

atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak dengan tujuan

perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat Indoensia

adalah negara hukum., pengaturan yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah
sebagi berikut

a)

b)

Pasal 1 angka 6

Anak terlantar adalah “Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar,
baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Pasal 13

Didalam pasal ini berisi beberapa perlindungan yang harus didapat anak
didalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang
bertanggungjawab seperti perlindungan dari perlakuan diskrimisasi, ekspoitasi
ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,
ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Apabila orang tua atau wali atau
orang yang bertanggungjawab dalam pengasuhan melakukan hal tersebut
dikenai pemberatan terhadap sanksinya. Arist Merdeka Sirait dalam
wawancaranya mengemukakan bahwa perlakuan penelantaran anak misalnya
tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk
memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya, hal ini
sesuai dengan penjelasan Pasal 13 huruf ¢ Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pasal 53 Ayat (1)

Pasal ini berisi upaya dari pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk

memberikan perlindungan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu, anak

4 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.
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terlantar, anak yang bertempat tinggal ditempat terpencil berupa pemberian

biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus.

Pasal 55 Ayat (1)

Pasal ini berisi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitas sosial anak
terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud
dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti
swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan
keluarga/perseorangan.

Pasal 57

Pasal ini berisi bahwauntuk anak telantar yang diakibatkan oleh orang tuayang
melalaikan kewajibannya maka lembaga seperti panti, keluarga, pejabat yang
berwenang, dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan anak tersebut
sebagal anak terlantar.

Pasal 59

Pasal ini berisi kewajiban pemerintah memberikan perlindungan khusus
terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak yang terisolir, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi mapun
seksual, anak yang menjadi korban perdagangan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculkan,
penjualan, anak korban kekerasan fisik dan mental, penyandang cacat, dan anak
yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan khusus adalah
suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi
tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.®?

%0 Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
51 Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak.
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g) Pasal 71
Pasal ini berisi upaya perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah
dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan,
konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

h) Pasal 76 B
Pasal ini menjerat siapa saja yang menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
Perlakuan salah pada anak juga dapat disebut dengan kekerasan terhadap anak.
Kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan pada fisik saja namun
juga dapat berupa tindakan melalaikan kewajiban berupa pembiaran.

i) Pasal 77B
Pasal ini merupakan pasal yang memuat sanksi pidana bagi pelaku penelantaran
anak berdasarkan Pasal 76 B, dengan maksimal pidana penjara 5 (lima) tahun
dan/atau denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.3 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang
tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau
pelanggaran yang diatur didalam undang-undang tersendiri atau diluar KUHP adalah
hukum pidana khusus.>? Untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang pesat
dan untuk memenuhi kebutuhan hukum maka dibentuklah peraturan perundang-
undangan yang bersifat khusus atau sebagai penyempurna ketentuan yang telah ada
didalam KUHP. Adakalanya suatu perbuatan memenuhi rumusan delik yang diatur
didalam KUHP, namun delik tersebut juga terdapat di undang-undang lain yang
bersifat khusus, hal ini menimbulkan sebuah permasalahan manakah aturan hukum
yang harus digunakan. Hukum pidana khusus misalkan tindak pidana korupsi, tindak
pidana anak, tindak pidana psikotropika, tindak pidana terorisme dll.

52 0.S Hiarie] Eddy, Op.Cit, him. 415.
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2.3.1 Pengertian Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Secara harafiah postulat lex specialis derogat legi generali berarati hukum
khusus mengesampingkan hukum umum atau de speciale regel verdringt de
algemene.®® Hukum khusus adalah berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur
didalam undang-undang tersendiri atau diluar KUHP, sedangkan hukum umum adalah
berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP.>* Apabila suatu
perbuatan memenuhi rumusan delik yang diatur didalam KUHP, namun delik tersebut
juga terdapat di undang-undang lain yang bersifat khusus maka undang-undang
khususlah yang digunakan berdasarkan postulat lex specialis derogat legi generali.

Banyaknya undang-undang yang bersifat khusus tidak terlepas dari
permasalahan dalam implementasinya yaitu, apabila sebuah perbuatan yang diduga
sebagai tindak pidana diatur lebih dari satu aturan hukum yang bersifat khsusus, maka
aturan hukum mana yang digunakan. Untuk masalah yuridis tersebut maka

digunakanlah asas lain, yaitu:

a. Lex specialis sistematis
Asas ini merupakan turunan dari asas lex specialis derogat legi generalis.®
Adapun kriteria dari asas ini adalah melihat undang-undang mana yang lebih
mengatur lengkap dan rinci mengenai definisi umum dari objek yang terdapat
di kerangka ketentuan pidana khusus. Undang-undang yang lebih mengatur
lengkap dan rinci mengenai definisi umum dari objek yang terdapat di kerangka
ketentuan pidana khusus itulah yang digunakan.

b. Lex consumen derogat legi consumte
Pedoman dalam asas ini adalah melihat ketentuan pidana yang paling

mendominasi terhadap perbuatan pelanggar ketentuan pidana tersebut.

%3 |bid, him.145
% |bid, him.145
% |bid, him. 417.
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Undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang memuat unsur-
unsur yang lebih dominan yang diperoleh dari fakta-fakta yang ada.>®

2.3.2 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam KUHP

Pasal 63 ayat (2) merupakan perbarengan penentuan pidana atau samenloop van
strafbaarstellingen.>” Hazewinkel Suringa memberikan komentar terhadap Pasal 63
ayat (2) dengan cara melihat ketentuan pasal tersebut, menurut Hazewinkel Suringa
apa yang dimaksud “perbuatan” secara jelas merupakan sebuah perilaku yang termasuk
didalam ketentuan pidana, yang oleh sebab sifat-sifat yang khusus perilaku tersebut
juga dimasukkan kedalam suatu ketentuan pidana yang lain.®

Secara eksplisit isi dari Pasal 63 Ayat (2) KUHP adalah jika suatu perbuatan
dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus,
maka hanya khusus itulah yang diterapkan, pasal ini memilki pengertian yang sama

dengan asas |lex specialis derogat legi generali.>®

Terdapat pasal lain yang berhubungan dengan asas lex specialis derogat legi
generali yaitu Pasal 130 KUHP. Paling tidak terdapat dua makna penting dari Pasal
130 KUHP yaitu yang pertama, semua ketentuan yang ada didalam Buku | KUHP
berlaku terhadap perundang-undangan pidana diluar KUHP sepanjang perundang-
undangan itu tidak menentukan lain. Kedua, jika ditentukan lain dalam perundang-
undangan diluar KUHP maka Buku | KUHP dinyatakan tidak berlaku.®°

%6 |bid, him. 417.

57 1bid, him. 414.

%8 |bid, him.414.

%9 |bid, him.414

60 Satria Hariman, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Y ogyakarta, Ull Press, 2014, him.7.
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2.4 Surat Dakwaan

Penuntut umum dapat segera membuat surat dakwaan apabila hasil dari
penyidikan dapat dilakukan penuntutan.®! Surat dakwaan sangat penting sebagai dasar
dalam pemeriksaan perkara pidana dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan
hakim.5?

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak
pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari
penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang
pengadilan.®® Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat
ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana,
untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus
dicantumkan dengan sebaik-baiknya.%* Selain itu surat dakwaan juga berguna bagi
terdakwa untuk mengetahui setepat-tepatnya dan setdliti-telitinya apa yang
didakwakan kepadannya sehingga terdakwa dapat mempersiagpkan pembalasan
terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya.®

Adapun syarat-syarat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah
terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Didalam syarat formil surat dakwaan harus
memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, dimana semua harus
sesual dengan identitas tersangka yang dapat dilihat dalam Kartu Tanda Penduduk

tersangka. Kemudian syarat materil, surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat,

61 Pasal 140 KUHAP.

62 Sabuan Ansori, Syarifuddin Petanasea dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, Edisi ke-
1, Bandung, Angkasa, 1990, him.121.

8 |bid, him.121.

% |bid, him.122.

% |bid, him.122.
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jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu
dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila syarat materil surat dakwaan tidak
tepenuhi maka dinyatakan batal demi hukum.%®

2.4.2 Bentuk Bentuk Surat Dakwaan
Bentuk-bentuk surat dakwaan terdiri dari :

a. Dakwaan Tunggal
Hanya terdapat satu perbuatan yang didakwakan saja, tanpa diikuti
dakwaan-dakwaan lain atau tanpa ada alternatif dakwaan lain. Apabila
dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan resikonya adalah bahwa
terdakwa dibebaskan.®’

b. Dakwaan Alternatif
Terdiri lebih dari satu tindak pidana, namun pada hakekatnya hanya satu
tindak pidana yang didakwa, dakwaan satu dengan dakwaan yang lain
bersifat mengecualikan atau sebagai alternatif. Dakwaan alternatif
dibuat apabila penuntut umum masih belum yakin atau ragu tentang
jenis tindak pidana apa yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.®®
Hakim boleh memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih
dahulu. Biasanya dalam bentuk dakwaan alternatif digunakan kata
“atau”.

c. Dakwaan Subsider
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, terdiri lebih dari satu dakwaan
yang apabila dakwaan satu telah terbukti maka dakwaan lain tidak perlu
dibuktikan sehingga akhirnya hanya satu sgja yang akan diberikan
kepadaterdakwa. Disusun mulai dari dakwaan terberat sampai teringan.

66 Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
67 Sabuan Ansori, Syarifuddin Petanasea dan Ruben Achmad, Op.Cit, him. 127.
% |bid, him.128.
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Surat dakwaan subsider disusun apabila penuntut umum masih ragu
tentang pasal pidana yang akan diterapkan.®® Hakim memeriksa
dakwaan primer terlebih dahulu sebelum dakwaan subsider.

d. Dakwaan kumulatif
Kepada diri terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus,
karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri
sendiri maka harus dibuktikan keseluruhannya. Hakim memeriksa satu
persatu tindak pidana tersebut, apabila terdapat dakwaan yang tidak
terbukti maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Biasanya
didalam bentuk surat dakwaan kumulatif digunakan istilah : kesatu,
kedua, ketiga, dan seterusnya.”

e. Dakwaan campuran
Dakwaan campuran merupakan gabungan dari bentuk dakwaan
kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsider.” Jadi disamping
terdakwa didakwa secara kumulatif, masih didakwakan secara alternatif

maupun subsider.

2.4.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 23/Pid.B/2015/PN.Byl
terdakwa didakwa dengan Pasal 305 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai
berikut:

a. Barang Siapa

b. Menempatkan anak yang belum berumur tujuh tahun untuk ditemukan

c. Meninggalkan anak yang belum berumur tujuh tahun dengan maksut
untuk melepaskan diri daripadanya

% 1bid, him.129.
0 1bid, him.129.
™ 1bid,, him.129.
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Unsur sebagai delik omisi terlihat dari rumusan “menempatkan anak, untuk
ditemukan” dan unsur “meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri
daripadanya”. Pelaku dalam hal ini tidak melakukan tindakan misalnya memukul anak
yang bersangkutan melainkan mengabaikan kewajibannya untuk memelihara anak

itu.”?
2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan
terwujudnya nilal dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et
bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat
bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dalam rangka
menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Putusan hakim
berkaitan dengan bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta dan bukti-
bukti yang adadi persidangan sertakeyakinan hakim atas suatu perkara. Dalam putusan
pengadilan harus memuat pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan
meringankan putusan. Dalam menelaah pertimbangan hakim dapat diliat dari dua sudut
pandang yaitu, pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat

non yuridis.”

2 Runtuwene Hesky.J, Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seseoarang Dalam
Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sstem Hukum Pidana Indonesia, Lex Crimen
Volume V Number 2, Februari 2016, him.161.

3 Rusdli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2006, him.133.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

2.5.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis pada hakekatnya merupakan
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan tersebut telah
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. ™
Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis berpengaruh besar terhadap amar putusan
hakim. Sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih
dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta-fakta
tersebut dapat diperoleh dari kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan
terdakwa, dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Fakta-fakta dalam persidangan berorientasi terhadap locus, tempus delicti,
modus operandi.” Setelah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan kemudian akan
dipertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut
umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur, dalam praktiknya pada umumnya
dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memiliki sifat korelasi antara fakta-fakta,
tindak pidana yang dilakukan, serta unsur dari kesalahan terdakwa yang biasa
diungkapkan dalam redaksional kalimat.

Hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan yuridis dari tindak
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim seharusnya menguasai
tentang aspek teoritis serta praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi

yang sedang ditangani, setelah itu menetapkan pendiriannya secara limitatif. ”®

" Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
prespektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya , cetakan kedua, Bandung, PT
Citra Aditya Bakti, 2004, him.219.

S 1bid, him. 219.

8 1bid, him. 220.
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2.5.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat non yuridis merupakan suatu pertimbangan yang
berdasar diluar pertimbangan yuridis yang lebih menekankan pada diri pelaku suatu
tindak pidana. Kualifikasi dari pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah
sebagai berikut :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa disini maksudnya adalah setiap keadaan
yang menimbulkan keinginan atau dorongan pada diri terdakwa untuk
melakukan tindakan pidana atau tindakan yang melawan hukum.””

2. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya dapat menimbulkan
korban ataupun kerugian kepada pihak lain. Selain itu dapat pula menimbulkan
pengaruh buruk kepada masyarat luas akibat dari kejahatan yang dilakukan.
Namun tidak selamanya hakim menjadikan akibat perbuatan terdakwa sebagai
bahan pertimbangan, ada beberapa putusan hakim yang tidak
mempertimbangkan hal tersebut.”

3. Kondisi dari terdakwa
Kondisi terdakwa yang dimaksud adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa
sebelum melakukan tindak kejahatan, yang termasuk juga status sosial yang
melekat pada diri terdakwa.”® Keadaan fisik adalah segala yang berkaitan
dengan perasaan, misalnya keadaan marah, rasa dendam, mendapat ancaman
atau tekanan dari orang lain, hingga pikiran yang kacau atau tidak dalam
keadaan yang biasanya (normal). Status sosial sendiri adalah predikat yang
dimilikinya dalam masyarakat.

7 Rusli Muhammad, Op.Cit, him.136.
78 1bid, him.139.
79 1bid, him.139.
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4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
Dalam konsep KUHP baru, dimana dijelaskan mengenai pedoman pemidanaan
yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Pertimbangan yang dilakukan
oleh hakim dengan memperhatikan perbuatan, motif, tujuan dilakukannya
tindak pidana, cara melakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat
hidup beserta dengan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan perbuatan
pelaku setelah dilakukannya tindak pidana, pengaruh penjatuhan pidana
terhadap masa depan pelaku, hingga pandangan yang diberikan masyarakat atas
tindak pidanayang dilakukan.® Jikamelihat konsep dari pada KUHP yang baru
tersebut, dapat dilihat bahwa keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
harus dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
sepanjang masih merupakan fakta yang terungkap di persidangan.
5. Faktor agama yang dianut terdakwa

Pada setiagp putusan senantiasa diawali dengan kepala putusan seperti yang
diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) ke-1 KUHAP, yaitu dengan kalimat “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada kalimat tersebut
selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga menjadi sebuah ikrar dari hakim
atas apa yang diungkapkannya dalam putusan semata-mata memang untuk
keadilan yang berdasar atas Ketuhanan. Dalam hal faktor agama digolongkan
dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis karena tidak adanya satu
ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan

jelas bahwa faktor agama harus menjadi pertimbangan dalam putusan.®!

8 1bid, him.141.
8 1bid, him.143.
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesmpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan
skripsi yang berjudul Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak
(Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl), atas keseluruhan penulisan yang dilakukan
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang
tersebut terletak pada unsur pelaku dan sanksi pemidanaannya.

2. Hakim belum mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Byl
berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus suatu perkara selain memperhatikan pasal demi pasal
yang didakwakan oleh penuntut umum, juga harus melihat apakah undang-
undang yang digunakan sudah tepat dengan memperhatikan asas-asas yang
berlaku dalam hukum pidana termasuk Asas Lex Specialis Derogat Legi
Generali. Pentingnya adanya kesamaan pemahaman mengenai Asas Lex
Soecialis Derogat Legi Generali serta penerapannya oleh aparatur penegak
hukum agar terciptanya sinkronisasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas

dan wewenang untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu.

68
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2. Berdasarkan Asas Lex Specialis Sstematis dan Asas Lex Consumen Derogat
Legi Consumte yang merupakan tururnan dari Asas Lex Specialis Derogat Legi
Generali, terhadap perbuatan terdakwa dapat ditindak dengan ketentuan dalam
Pasal 76 B Undang-Undang Perlindungan Anak.
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Direktori Putusan Mahkamah' Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUS AN
Momer 23/Fid B2015/ PN Byl

DEMI KEADILAM BERDASARKAM KETUHANAMN ¥AMNG MAHA ESA

Pengadilan Megen Boyolall yang mengadill perkara pidana dengan acar
pameriksaan biasa dalam lrgkal perlama manjalubkan pulusan sebagai barikol
dalam perkara Tardakwa:

Mamaz Lengkap - HNGATIMNEM Binti KARTO WL

Tempat lahir Boyalall.

Umurftanggal 45 fahun 7 02 Desarnoer 1063,

lahir Ferempouan,

Jeniz kelamin Indonesia.

Hobangsaan : Dk Karangle BL 08 Aw. 01 Desa Guli

Tampat tinggal Hecamatan Mogosan Kabupaten Sovalali.
I=lam.

Agama Buruh Tani.

Pesaraan

Terdakswa oitangkan tangga! 22 Desamber 201 5;
Terdakwa ditzhar dalam Rumah Tahanan Megara oleh:
« Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2M4  sampal dengan tanggal
10 Januarl 2015;
= Pgrganangan Penunlul Umom sajak langgal 11 Januar 2015 sampai
cerngan tanggal 19 Fabroar 2015
+ Fenuntul Lmum sejak tanggal 186 Februar 2015 sid tanggal 9
Februari 2015:
= Hakim Pengadilan Megend Boyolali sejak tanggal 24 Februan 2015
sampai cangan tanggal 25 Maral 2015;
« Parpanjangan penahanan Ketwa Pangadilan Magar Bovolali sejak

tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

Makregan | oty Pudesan Naooe 2350 52801 550 Syt
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Di porsdangan Terdakwa didampingi olch Penazibat Hukumnya @ Drs
THOMTOW JAaUHARL S5.H. dan ALIF aRIFIM. SH., AdvokalPenasihal
Hukum, wvarg b=rkantor dan beralamat  di Griva Pulisan 1l Mo.32 Boyolali,
berdasarkan Surat Kuazsa Khusus tanggal 2 Maret 2015;

Salalakh membasa:

* Panatapan Kelua Pengadilan Megeri Bovalali Memor 23 /Pen P20 5
PM Byl tanggal 10 Marst 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#  Panastapan Hakim Pengadilan Meged Bovalali Momor 23/ Pen. Pid 20157
FH Byl tanggal 24 Februan 2015 tentang penetapan hari sidang;

o Borkas perkara dan surat sural [ain yang bersangkutan;

Selalah  mendaengar  kelerangan  Saksi-zaksi dan Tardakwa  serta
mempsrhatikan bukl surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Zatelah mendengar pembacaan turiatan “pidana vang digjukan aleh
Panarlul Umum yang pada pokoknya ssbagal berikul:

1. Menyatakan tardakws MNgatinem Binti Karte Wiji melakukan lindak
pidana “senqaa meambuany searang ansh dibawsh wsia fich bghin
dengan maksud untwk melspaskan aid dar anak fuoatau ontok
manimggakan anar i’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 305 KUHF sebagaimana calam dakwaan lurgoal Jaksa Panunluf
Lirmum.

2. Menjatubkan Pidana terhadap ferdakws MNgatinem Binti Karto Wiji
dengan Pidana Penjara selama 1 {saiu) 1ahun dan B (delapan) bulan
dikurangkan selama lardakwa berada dalam tabanan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

* Sabuah kantonn plastik warna hitam;

¢ Delembar kain batk halus sutera By Pode Tresno B& 032 dengan
panjarg 4 m;

¢ Sobuah ember plastik wama hijau;

o Sabuah Jakat parasut warna silver,

«  Sabuah gunting merk Gunido panjang kurang lekah 17 cm, dar

«  Sabuah pacul bergaganyg kayu

Dirampas uniuk dirmusnatikan.

4 Menetapkan supava Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

R 000, - dua ribw rupiah §.;
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Telah merdengar Permbelaan Terdakewa vang disampaikan sccara
tariulis malaluei Panasinal Hukumnya di persidangan berikul lamgirannya Sorat
Pamyatazan dar Fois Asholeh yang pada pokoknya mohon kepadas WMajslis
Hakim yang memerikza perkara ini uniuk menjatuhkan puiusan sebagal berikut;

1. Menyatakan terdakwa Ngatinem Bintl Karto Wl tidak melakukan tindak
pidana ‘samgalda menboang seorang anak dibawah wsla luieh Ehon
geagan meksud  woiuk melspaskan i dad anak lu alay s oontuk
mENngFAKaERT anak ifu”

2. Membebaskan terdakwa Ngatinem Binti Karte Wiji dan wniutzan hukum

3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakiea,

Mamun agabila Majslis berpandapal lain alas casar parlimbangan dibawah

ini - - Terdakwa sopar didalam persdangan;

s Tesdakwa belum pernah dibukum;

s Terdakwa telah dimaafkan. oleh bunya bayi tersebut [(Sept Dwi
Lukilasan | yang mardpakan anak kardung Tardakwa:

» Terdakwa sudah memadikan perbuaian saksi Rois (pacar Sepli Dw
Lukitasar] karena mau B=ranggung jawab dan sudab melamar anak
Terdakwa nantinya kalau sudah keluar 1zhanan;

Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang saringan

MrgaEnnys;

Setelah mencengar fangganan secars terulis Peruntut Lmum terhadap
Pembe'aan Terdakwa vang pada pokoknya sehagai berikut mabon kepada
Majelis Hakim yang mameriksa perkara ini untuk menjatubkan polusan ssbagai
herikiit:

1. Meryaiakan terdakwa Mgatinem Binti Karto Wiji melakukan tindak
pidara “sengaia membuang seorang anak obawah usia Ryuh fahun
dargan  maksud ook melepaskan o dan anak lu alag wnluk
rmenipgalian anai i’ sebagaimana digtur dan diancam pidara dalam
Pazal 305 KLIHP sehagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntu
Urnum.

2. Manjaluhkan Pidana lamadap lerdakwa Ngalinem Binbi Karla Wiji
dengan Fidana Penjara sslama 1 {salu} fabun dan 8 |[delapan) bulan
dikurangkan selama tercakes berada dalam tahanan,

3. Menetapkan Barang buktl berupa

Makregan | oty Pudesan Naooe 2350 52801 550 Syt


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktori Putusan Mahkamah' Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#  Sebuah kantong plastk wara hitam;
¢  Selembar kain batk halus sutera By Pode Tresno B& 032 dengan
panarg 4 m:
»  Sabuah ember plastik warma hijau:
*  Sabuah Jakal parasul wama silver;
»  Sabuah gunting merk Gunido oanjang kurang lakeh 17 om, dan
»  Saebuah pacul bergagarg kayu
Dirampas wniuk dimusnahkan.
4 Wenetapkan supayva Terdakwa dibebani membayvar biaya perkara sebesar

Bp2.000, | dua ribu rugiah ).

Satelah mendengar tanggapan sacara lisan dar Penasihat Hekomn
Terdakwa vang menyatakan telap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Urnum didakwa berdasarkan suralt dakwaan ssbagai barkut ;

Bahwa ia lerdakwa Mgafimem bindi Karfo Wiji pada har Jum'at tangagal

19 Desember 2014 sekira pukul -:J.d.-.’][:l WIE .atau satidak-tidaknyas pada suaiu
wakiu dalam  tabun 2014, bettempat i Dk, Karangle At 08Fw.M Desa Guli
Facamalan Nogosan Kabupalen Boyolali. alay salicak-lidaknya di sualy lempal
dalam Dasrah Hukum Pengacilan Meger Boyolali yang memeriksa  dan
mengadili perkara ini, sengaiz membeang seoramg anak dibawalh osE fuh
fahon dengan mawsed omtuk melapaskan dd dan anak U afau Uniuk
cracrggalkart anak du, vakni dilakukan dangan parbuatan alau cara cara anlara
lain sebagai berikut :

+ Bahws pada hari  Jum'at tanggal 19 Desembar 2004 sekira pukul
04,00 WIE, saksi Sept Dwi Lukitasar  tanpa sepergetahuan terdakwa
Maativam bint Karte Wi { Ibuaya ) telah hamil can had Jum'at tanggal
19 Desembsar 2014 2akira pukul C4.00 WIB, lalah melahidean bayi laki-
laki di rumahnya [ kamar saksi Sept ), kemudian tangisan bayi yang
1elah lahir tersebut & dengar cleh Terdakwa Mgatinem binti Kare Wiji,
lalu terdakwa masuk ke kamar anaknya cimana ada suara fangisan
bay tersebut, dan setelah terdakwa melibat anaknya yakni saksi Seph
Dwi Lukitazar telah melahirkan bayi terdakwa MNgativemn  langsung
margambil kain  dikamar  terdakwa dan Gunting di atas pintu, lalu

ferdakwa langsung mamaotong &l pusar bayi dengan menggunakan
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gunting tersebut kemuedian bayl tersebut dibungkus dengan kain lalu
dimasukkan ka fas plastik warna hitam dan oleh terdakwa bayi lersebul
dibawa pergi uniuk dibuang fanpa sepengetahuan ibunya bayi yakni
saksi Seoti Dwi Lukitasarni dan ibu bayi fidak tabu kalau bayi tersebut
oleh nenenknya  vakni lerdakwa Mgaliverm  lermyvala dibuang dilaruks di
pojokan empearan rumah saksi Sopali yang masih saty dukoh dengan
iempat tingoal terdakwa Moativem yakni Dk.Karanglo R G&Rw.01
Desa Guli Kecamatan  Mogosan  Kabupaten  Boyclal,  setelah
rrambuarg bayi tersebul terdakwa pulang ke rumah unluk merawal  ari-
an milik saksi Seati ¢ ibu bayi yang melahirkan dengan cara oi kubar di
dalam rumah vakni di capur rumah fercakws

« Banwa kemedian pada saat saksi Suyati mad ke dapur buka pintu
samping lba-tika dikagetkan oleh benda df dalam Plastik hitam yarg
berada di pojokan pintu samping rumah dan setelah diamat bungkusan
plastic tersebut bergerak-gerak dan berburyi kuk—kuk --- lalu plastic
Ierscbut dibuka ada kalnya, olet saksi Suyat kalnya ditarik pelan-pelan
dan teslihal  bayi yvang masih psgoub darzgh ( barosan di pofong tal
pusamya 1. kamudian bayi tersebut diambil oleh saksi Suyat kamudian
hal tersebut dilaporkan ke pak BT kamena Pak BT ticak ada maka hal
lersebul dilaporkan ke Kepala Desa Guli Mogosari Boyolal, kemudian
bav dinawa ke Puskesmas untuk dirswat karsra bayi tersebut masih
hidup dan sampa sekarang anak tersebut sehat dan dirawal oleh
nengknya dan masih satu cukuh {Manak---kakak tarsangka), dan sesual
Visum Et Repeartum Momor440/05783/2014 tanggal 19 Desamber
2014 yann ditanda tangani oleh dr. Astrid Fitrian Purwandari, Kepala
UPTD Puskesmas Mogosarl Kabupaten Boyolall atau cokler vang
mamariksa, vang mensrangkan bahwa anak barnama Sepli Dwa
Lukitasari berumur 18 Tahun arak darsi Tersangka telah ditemukan luka
robek dan perdarahan pada jalan lahic kurang lebih 7 cm uter sera
linggl funcus [ Rahim 3 jar d bawan pusatl dan poryabab pendarahan
dan perukaan diparkirakan dari parsalinan yang baru taradi;

----Zebagaimana diatur dan diancam aidana dalam Pasal 305 KUHF,
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Menimbang, babwa atas dakwaan Penuntut Umum terschot, Tendakwa
menyatakan talabh mengarli akan isi dakwaan dan Tardakwa malalul Penasihat
Hukumnya tidak mengajukan keheratan/eksapsi;

Menimbang, bahwa untuk memperaingkal uraian putusan ini maka segala
spsualy vang  lercanlum  dalam Barla  Acara Pemariksaan  persidangan
diangoap  sudah  tarkatip selurubnya dan mermapakan bagian yang  tidak
tempisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Peruntut Umuom
lalah mangajukan saksi-saksi sebagai berikul:

1. Saksi TUMIN HS, dibawah sumpan pada pokoknys menerangkan
sebagal berikut:

« Bahwa sakzi scbagai Kepala Deza Guli dikadapkan ke porsdangan
terkail masalah penemuan bayl pada ha Jum'at tanggal 19 Dezember
24 di Dk.Earangta BLOZOT1 - Daza Guli Kacamatan  Mogosars,
Kabupaten Boyaolali;

« Bahwa saksi mengetahui kejadian pembuangan bayi pada hari Jum'at
tanggal 12 Desember 2014 sckitar pukul 07.00 Wik dari warga, saksi
Deddy Rois (anak saksi Swyati), varg datang ke rumah Saksi yang
melaporkan &dz penemuan bayi laki-laki yang dimasukkan ke dalam
burgkusan kaniong plastik wama hitar di dekat pintu rumah Saksi
Suyati oi - Dk Karangle BLOS0T, Desa Guli, Kemmalan Mogosari,
Kabupaten Bayolali.

+ Balwa setzlah mendapat kabar tersebut lalu saksi mengmuskan laporan
tersebut dengan menelepon ke Polsek Megosari dan pihak Kecamatan
Mogosar selelah ilu Saksi mendatangi tampal panamuan bayi di ramah
saksi Suyat di Dk Karanga BLOE01, Desa Gull, Kecamatan Mogosari,
Kabupaten Bayolali.

+ Bahwa setelah sampa di tempat kejadian, saksi melibat sudah ada
datang pihak Kepolisian dan pihak Pugkesmas serta banyak masyarakat,

= Babwa saksi melihal bayi yang dilemuokar didekal pinlu rumah Saksi

Suyati dibunghus kain dan dimasukkan ke dalam kamtong plastik wama

hitam dan dalam keadaan bayinva masih hiduo dan baru lahir, dan ciri-

cirinya barjanis kalamin lak-laki serla kondigi bayinya sehal:
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+ Bahwa saksi melibat bayi tersebut sudah dimandizar dan dibersinkan
lalu alzh bidan Puskaesmas dibawa ke Puskesmas Mogosar,

= Babwa saksi sebelumnya lidak mengelahui siapa yang menaruhy
mambuang bayi didekal rumah Saksi Suyaii.

+ Bahwa saksi kemudian mengetahui dar Penyidik Polisi kalay palako
¥ang menarun atau memouang bayi tersebut adalah Tercakewa (bu
Saksi Seoti);

= Bahwa saksi membenarkan barang bukl yang dipadibatkan  di
parskdangan;

Ternadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendagpat tidak keberatan
dan membanarkannya;

2. Saksi SUYATIL, dibawah sumpah pada pokoknya mensrangkan sabagai
berikut:

+ Balwa zaksi dihadapkan ke persidangan ferkait penemuan bayi;

* Bahwa saks mengeiahui kejadian penemuan bayl pada hai Jumiat
tanggal 19 Desember 2014 sekiar pukul 5.20 Wik didekat pintu samping
kanan rumah Saksi di Ok Karanglo RLOE01. Desa Guli, Kemamalan
Monosari, Kabupaten Boyolali;

+ Babwa awal mula saksi bangun fidur mematikan lamaow teras lalu pergi
ke pirtu samping kanan untuk membuka pintu, begite pintu di buka Saksi
rmalifal ada kantong plastik warma bitam dan mendengar suara kuk-kuk
dari dzlam karmtarg plastik fersebut, dan saksi melihat didalam kanfong
plastik warma hitam ada kain lalu saksi menarik pelan-pelan kain 1ersebut
sampai plastik terbuka can lardihal pantal bayi mambual sakei larkejul,
kemudian Saksi bartarak mamangil-manogl Deddy Hois (@anak saksi]
can fermyata saksi melihat didalam kartong plastik warna, hitam isinya,
adalan bayi berjenis kelamin laki-laki, selanjuinya saksi membopong bayi
lersgbul;

= Bahlwa saksi mengeiahui dan anak Szaksi [Saksi Deddy Bois) yang
melapor ke pak RT, akan tetani fidak ketemu sama Pak BT, kemudian
anak saksi melapor kejadian pencmuan bayi ke Saksi Tumin HS (Koepala

Diesa Dasa Guli);
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+ Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polsek Nogosan can dan
Puskesmas ko rumah saksi, dan juga Saksi Tumin HS (Kepala Desa
Guliy;

+ Barwa selanjutnya petugas Pukesmas mangesek kondisi bayi  masih
calam keacaan hidup setelah itu bayi tersebut dibawa oleh petugas
Puskesmas Mogosan univk dilakukan perawatan diPuskesmas Mogosar.

= Bafwa saks menamokan bayi di depan picla samping kanan rumah
Saksi

+ Bahwa kondisi bayi wakiuv it dibungkus kain Batik dan gimasukkan ke
calam kantong plastik wama hitam dan mas'h ada darahnya dari tali
pusar;

= Balwa sebelumnya saksi lidas lahu yang menarch bayi didapan pinlo
gamping kaman rumah saks danoseielah diperikss Polisi barg saksi
mengetahui kalau vang menarub bayi didepan pintu umah Saksi adalah
Terdakwa {ibu darl saks Sopti).

= Bahwa sebelumnnya saksl Ddak mengalanui kalas Saksi Sapli (anak
Terdakwa) harmil;

+« Barwa saksi fidak taqo tujuan Tesdakwa mambuang ataug menarh bayi
yang bary lahir tersebut di depan pinfu zamping kanan rnumah Saksi;

= Bahwa schelumnya Terdakwa tidak pernah bercerita atau berbicara
kepada saksi kalay mau mambokan bayi kepada Saksi;

= Batnwd selaby saksi, bDayi o sekarang berada dirumah Budanya Sepli
(Warsinam) dan yano merawat bayi sekarang adalah budenya Septi gan
Saksi Sept sendir;

= Bahwa zaksi membenarkan barang  bukl yang  diperdibatkan i
parskdangan

Terhadap keterangan  saksi, Terdakwa memberikan pendapat  tidask

keberatar dan membenarsannya;

3. Saksi DEDDY ROIS, dibawah sumpah pada pokokryva manerangkan sabagai
herilut:

+ Bahwa saksi dinadapkan ke persidangan terkat penemuan bayi pada

hari Jurn'at tanggal 1% Desember 2014 di depan rumah saksi Suvati (b
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gaksih di DkKarangle BLOsD1 Desa Guli Kecamatan  Mogosasi,
Fabupalsn Boyalali

= Bahwa saksi mengetshui kejadian penemuan bayi berawal pada har
Jurm'at tangaal 19 Desember 2014 kurang lebih jam 0520 Wik, ketika
Saksi masih fidur dipanggil-panggil by Saksi [Saksi Suvali) lalu Saksi
bangun dan mendalangi (bu Saksi;

= Bablwa saksi melihat by Saksi sedang barada diluar rumah dekat
bungkusan plastik wama hitam sambil menarik  kain vang ada didalam
Pastik warna hitam temyata ada sezosck bayl berenis kefamin laki-laki
setalah fbu saksl mengetahul itu bay lalu bayi fersebut dibopong ibu
gaksi;

+ Bahwa saksi melihat bayi tersebut diburgkus kain batik dan dimasukkan
ke dalam karmtorg plastik warna hitam yang ditemukan di cekat pintu
Samping kanan rumah iba saksi;

« Hatrwa kamudian Saksi pergl kerdmab Pak BT mag malaporkan ada
bavi vang dibuang dirumab ik Saksi, fetapi karena pak BT tidak ada
dirsmah, selanjuinyva Saksi pergi kernumah Pak Kepala Desa Guli (Saksi
Tumin HS} bagitu ketemu Saksi melaporkan ada ditemukar bayi ol dexat
rurnah ibu Saksi.

+ Bamwa selanjutnya setelah melaper laly Saksi pulang kerumah tidak
lama lalu datanglah petugas Polsek Mogosan bersama dengan Petugas
dari Puskesmas Mogosan, kemudian Kepala Desa Guli (Saksi Tumin
His) ka rurnah ibu Saksi;

= Bahwa peiugas Puskesmas mengesek bayi masih dalam  keadaan
hidup  selanjuinyva bayi tersebut dibawa ke Pukesmas Mogosar uniuk
clirawal

= Halwa lbu saks adalah orang yang menemuokan bayi di dapan ginko
samping karan rumah yang kondisinga bayi dibungkus kain batik dan
dimasukkan ke dalam kanong plastk warna hitam dan masih ada
carahnya dari tal puzar;

= Halwwa sebelumnya saksi ldax lahu yang menarnsh bayi didapan piriu
samping karan rumah saks dan selelah diperiksa Polisi bary saksi
meangetahui dari ibw Saksi kalaw yang menaruh bayi didepan piniu rumah
Saksi adalah Terdakwa Jbu dari saksi Septi);
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+ Bahwa saksi mengemahui dar ibu saksi kalau bayi yang ditemukan
terscbul adalah anak darl Saksl Septi dan sabelumnya saksi ticak
rmangelahui kalau Saksi Sapli (anak Terdakesa) harmil;

« Barwa ssksi fidak taho tujuan Tesdakws mambuang atay menaruh bayi
ci dekat rumah ibu Saksi;

= Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pemah bercenta ataw berbicara
kepada ibu saksi (Saksl Sayatl] kalao mau menitiokan bayl kepaca b
Saksi;

+ Bahwa sstahu saksi bay itu sskarang berada dirumah Budenya Septi
can yang merawal bayi adalah buderva Septi MWarsinem) dan Septi
sendir;

= Balwwa =aksi meambenarkan barang bokl yang  diperdibalkan i
parsidangan

Ternadap keterangan saksi, Terdakws memberikan pendapat tidak keberatan
dan membenarkannya:
4. Saksi SEPTI DWI LUKITASARI Binti RIYANTOD, dibawan sumpah pada
pokoknya mensrangkan sabaoai berikut;

+« Barwa saksi dinadapkan ke persidangan terkail pembuanogan bayi saksi
pada hari Jum'at tangoal 19 Desember 2014 pukul 9400 WIB di depan
rumah " saksl Suvall di Dk Karangle BLOST Desa Guli Kewmalan
Mogosars, Kebupaten Boyolali;

* Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 pukul 04.00 WIS,
Saksi melahirkan bayi dirumah orang twa saksi (Terdakwa) o Dk
Karanglo AL0S3 Desa Guli Kecamalan Mogosari, Kabupaten Boyolali
tepatnya dikamar saksi sendiri;

* Bahwa berawal saksi vang berpacaran dengan saksi Rois Asholsh
mlai bulan Desember 2013 dan selama berpacaran saksi permah
molakukan nuoungan suami s dengan 2aksi Bois Asholebh hingga
saksi hamil;

*#  Bahwa Terdakwa (lbu kandung Saksil fidak fahu kalaw Saksi hamil dan
fidak ada orarg lain vang tahu kalaw saksi hamil,

* Bahwa saksi ticak ada pernah memeriksakar kehamilan Saksl ke

rurmah cakil alaupun doklar kandungan:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktori Putusan Mahkamah' Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+  Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at targoal 19 Desember 2014
pukul 0400 WIB, bayinya mau lanir setalah parut terasa sakit dan
midlas;

* Bahwa sasl saksi melghirkar bayi, tidak sahu usia kandungannya
berapa bulan karena saksi habis melahikan seorang bayi langsung
pirgsan, dan saks! thlak tahu yang mamatong tali pusar bayi .

= Bahwa sakzi selelan sadar can pingsar menanyakan  Kepada
Tardakwa dan Terdakwa meangatakan kalan bayinya sudah dititipkan
saksi Suvati dan biar dirawat saksi Suyat,

*  Bahwa Saksi ticak pernah menyuruh b zaksi unick membuang bay
atau menitipkan bayl tersebul kepada saksi Suyall;

= Bahwa seinoal saksi ada pelugas kspalisian dan saksi Sugeng
Bandonn yang datarg kerumah saksi sehabis magria jam 18.300Wik
menanyakan ieniang bayi yvang ditaruh i depan rumah Saksi Suyati
mulanya saksl fidak mengakul hingga kemudian ditemukan barang
bukli ember dan jaket yang berdarah lalu Terdakwa (ibo kandung
saksil mengakui telah membuang bayi yvang dilahirkan saksi di depan
-umah saksi Suwvati.

« Bahwa yang  merghamili  saksi adalah pacar saksi (zaksi Heis
Asholah} “vang  alamal rumabnyz o DhWiders Dz Glonggong
Kecamatan Mogosari, Kabupaten Boyalali.

¢+ Bahwa saksi Rois Asholeh kemudian mengetahui kalau saksi sudah
mclahirkan bayi berjonis kelamin laki-laki.

= Bahwa saksi Rois Azheleh barsadia barlanggung jawab alas bayi yang
dilahirkan oleh saksi Sapli dan maw berfanggurg  jawab dengan
mienikahi saksi serta merawat bay tersebut;

+ Bahwa Saksi Rais Asholeh dan keluarganya telah melamar saksi gan
sorncananya keduanya akan menikah:

=  Bahwa bayi yang dilzhirkan olah saksi sekarang barada di lempal bude
Saksi dan saksi ikut merawat bayi tersebut;

+ Bahwa szaksi memberarkan barang bukti vang dipedihatkan  di
persicangan

l[erhadap kelarangan saksi. Terdakwa  memberikan pendapal  lidak

keberatan dan mamoenarkanmya;
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0. Saksi SALAM, dibawah sumpah pada pokcknya mencrangkan schaga
barikul:

= Bahwa Saksi adalah anggola Polisi Polsak Mogosari;

= Bahwa Saksi mangstahui kejadian selelah mendapat laporan dari
saksi Tumin (Kepala Desas Guli) pada hari Jumat tanggal 1% Desamber
2014 zekitar pukul 5.30 Wik ada ditemukan bay! di dekat pirtu sebelan
kanar rumah saksi Sovali di Dk Raranglo BLOS01 Desa Gul
Kecamatan Mogosari, Kabupaten Boyolali .

+ Bahwa kemugian sekitar pukul D6.CD Wb saksi bersama netugas dari
Puskesmas  Meogesarn  laly menuju ke tempat  kejadian  dan
membenarkan elah ditemukan bayi barjenis kelamin laki-laki di dekat
pirty sebalah kanan rumah saksi Suyvati di Ok Karangle BEIS0T Desa
Guli Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyniali.

+ Bahwa saksi pada sast it belum mengetahui pelakurya dan kemudian
bayl tersebut dibawa ke Puskesmas Mogosar,

= Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainya Sunardi serla saksi
Sugeng Bandono sekitar pukul 1830 Wik pargi ke rumab Seati' anak
Terdakwa yang sedang sakit dan dicurigai terkait dergan kejadian
penemuan bay:

= Bahwa mularyva saksi Sepli mangalakan sedang sakil dompo, lalu
zaksi yang curiga ada menamukan barang bukii berupa ember, jelat
berumur darah, cangkul dan gunting di rumah Terdakwa;

* Bahwa pada saal di rumah Sept, saksi mengetahui dani pengakuan
Saksi Sapl (lbu yang melahirkan bay) yang Lidak mengatahui bayi
vang dilahirkan talah diboang alah Terdakwa karena sepengatahoan
saksi Septi dan Terdakwa (ibu Septi) kalaw bayvi vang telah dilahirkan
terschut dirawat sama mbah Yatl (Saksl Suyati);

=  Bahwa kamudan Saks mengelahui can pengakuoan Tardakwa [ ibu
Saksi Septi] kalau pelakunya Terdakwa sandiri kalau bayi vang lahir
cari ranim anaknya (Saksi Seoti) pada harl Jum'st anggal 19 Mares
2014 jam.04.00 Wik tolah dibuang Terdakwea di depan pintu kanan
rurnah saksi Suyali gi Ok Rarangloe BLOS0T Daesa Guli Kemalan
Magnsar, Kabupaten Bowolali agar bayl tersebut ditemukan dan

dirawsat aleh saksi Suyat |
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+ Bahwa sebaorya bavi yvang baru lahir dibuang terdakwa karena
merasa mald anaknya Delum menikah tapl sucah melanircar bayi,

= Bahwa szaksi membenarkan barang bukli varg  dipedibalkan  di
RErsiCargan

Terhadap keterangan saksi, Terdakea memberkan pendapat tidak keberatan
dan membenarkannya;
G. Saksi SUGENG BANDOMNO, dibawah sumpah pada pokakrya meanarangkan
sebagai berikut:

+ EBahwa saksi dihadapkan ke persidangan ferkait pembuancan bayi,

+  Bahwa saksi mengetahui kejadian pembuangan bayi oada hari Jum'at
tanggal 19 Desamber 2014 pukul 02,30 Wik ¢ dekat pintu zebelzh
kanar rumah saksi Suyath df Dk, Karangle BL0&01 Desa Gul
Kezamatan Mogosari Kabupaten Boyalali;

¢ Bahwaz sebelumnya zaksi fidak mergetabui secara langsung kejadian
pembuangan bayi;

« Bahwa saksi ikut bersama Palisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa
dan kelika di rumah Terdakwa berlemu dengan saksi Sepli dan
Terdakwa hingna pada saat Terdakwa dimintai keterangan atad
ditanya oclen oihak kepolisian ada saksi mendengar sendin dari
pengakuan Terdakwa kalau yang membuang bayi yang dilanirkan oleh
Seqti oi depan rnumah Saks Suyati adalah Terdakwa.

*  EBahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui kalaw saksi Sept
{anak Terdakwsz) elah hamil karena setahu saksi kalau Sept belum
MEMQUNYal suami;

= Bahwa satahu saksi pernyebab Tardakwa membuoang bayl karena
Terdakwa merasa male dengan kondisi Sepli {anak Terdakwa)
tersenut varg telah melahirkan bayi dan belum bersuami;

¢ Bahwa setahu saksi sekarang kordizi bayi fersebut masih hidup dan
gahat;

= Bahwa saksi membanarkan barang  bukli vang  diperlibalkan d
pErsidargan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membearkan pendapat tidak keberatan
dan membanarkannya;
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Menimbang,  babwa  Terdakwa  telah mengajukan Saksi yang
merirgankan (a de chargs) sebagai barikul:

1] Saksi SARMO SARWOKD, cdibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sabagai berikut:

¢ Bahwa saksi dibadapkan ke persidangan terkait penemuan bayl pada
har Jum’at tanggal 1% Desember 2014 di depan rumah Saksi Suyatl di
Dk. Karangkh HLOBDT Desa Gull Recamalan Mogosarn, Habupalen
Boyolall.

¢ Bahwa saksi adalah tetangoa terdakwa satu kampung dan setabu saksi
kalau terdakwa crangnya baik dan hubunganrya baik cergan telanoga;

» Bahwa saksi mengelahui kejadian pembuangan bayi dand masyarakat
sekilar dan selslah mendengar adanya pembuangan bayi lalo saks
melihat ke tempat kejadian iersebut;

¢  Bahwa zetahu saksi pada waktu it belum diketahui siapa yvang menaruh
bayl didepan pintu 2ampirg kanan cireman bu Suyal;

»  Bahwa Saksi idak labu yarg membuang bayi ilu adalah lardakwa, lelapi
mendangar dari masyarakat babwa pamilik bayi adalah Sspdi dan yang
menan:h bayi i adalah erdakws,

¢ Bahwa Saksi mendengar darl masyarakal sekitar kalaw bayi tersebut
ditaruh gl depan pinlu kararn rumah saksi Suvati;

* Hatwwa safahu saksi kondisi bayinya dalam keadaan sehat dan tdak ada
masalah ;

* Bahwa bayinya sexarang tingga dengan Budhenya Septi dan sampai
sekarang ini keluarga terdakwa sering menengek bayi tersebut dinsmah
budanya,

» Bahwa selalah kejadian ini masyarakat sekitar biasa-hiasa saja;

»  Hahwa saksi mengatahui kalau Saks Seati mao dintkahkan dengan Saksi
Foiz Asholeh karens saksi pernah divndang ke rumah orang tua Saksi
Sept pada saat Saks! Sepl dilamar oleh saksi Rois Azheleh vaitu seiclah
1 {zatul minggu kejadian penamuan bayi:

Terhadap keterangan ssksi, Terdakwa memberikan  pendapat  tidak

keberatan dan memaenarkanrya;

2] Saksi ROIS ASHOLEH, dibawah sumpah pada pokcknya mencrangkan
sebaga berikul:
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# Bahwa saksi adalah pacar saks Sept dan mulai pacaran dengan Septi
bulan Desemboer 20173 dan putus bulan Mei 2014,

»  Bahwa saksi mengaku barkanalan dengan saksi Sepli malalui lacebook
dan selama berpacaran saksi parnah melakukan bubungan suami iskri
dengan saksi Seoti;

#  Bahwa zetelah Saksi putus dengan Saksi Septi kemudian Saksi Dan
mengofahul kalau saks Sapt elah malahirkan zacrang anak laki-laki
pada targoal hari Jum'at tanggal 19 Desember 2074

* Bahwa saksi sudan melihat bayi berjenis kalamin lzkislaki yang dilahirkan
oleh saksi Septi dan kondis' nya sehat ;

o Balwa sckarang bayi tersebut berada di rumah Budenya Saks! Sepdi dan
vang marawat bay) ierseoul adalah Budanya Sept dan Saks Sepli:

= Hahwa saksi bersedia berlanggurg jawab atas bayi yang dilahirkan aleh
saksi Seati;

¢ Bahwa Saksi membenarkan maw bertanggurg jawab menikahi saksi
Sept dan merawat bayl tersebut;

» Bahwa Sakzi dan keluanga saksi telah melamar saksi Sepl namun
nikahnya manurggu selalah Terdakwa dou Seplil keluar fahanan;

Terhadap keferangan saksi, Teroakws memberikan penoapat  tidak

keberatan dan membaenarkanmya;

Menimbang. bahwa Terdakwa di persidangan juga lalah memberikan
keterangan yang pada pokaknya sehagai berikt;

*  Bahwa pada har Jumat tanggal 19 Desamber 2014 sekira pukul 04.00 WIE
Terdakwa telah menansh alau meletakkan bay yang barg dilahirkan Saksi
Sapl! anak Terdakwa di depan rumah Saksi Suyall di Dk Karangle BLDSS
Fw. 01 Desa Guli Kecamatan Magosari, Kabupatan Boyaolali;

* Bahwa selama ini Tardakwa finggal serumah dengan anak saksi [Sapt;

# Bahwa kejadian berawal di omah Terdakwa di Dk Karanglo RL0SRw.01
Desa Gull Kecamatan Mogosan Kabupaten Boyclali pada saat Terdakwa
vany sedang ldur lerbangun karara mendangar suara langisan bayi pada
pukul Q4.00.WI8,

* Bahwa Terdakwa tidur di kamar bersebelahan dengan kamar Sepfi ;

¢ Bahwa Terdakws lalu mencari suara bayi 1ersebut dan saat masuk kedalam

kamar anak Terdakwa [(Saksi Sepl, Terdakwa menjadl ferkejul ataw kaget
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sekali melibat ada bayi yang sudah lahir bersama ari-arnya sedang
Mmenangis yang posisinga di bawah salakangan saksi Sapli yang dialasi (aket
parasit warna abu-abu dan banyak darahnya;

* Bahwa Terdakwa melihat kondisi anak Terdakwa (Saksi Septi] pucat sera
pingsanvtidak sadarkan din karena habis melahirkan bayi;

« Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahul kalaw Septi hamil karena
lerdakwa lidak bisa membadakan perubahan badan Sepli karena badarnya
Sept besar dan Terdakwa juga fidak pemah mengecek saksi Septi:

¢« Bahwa Terdakws menjadi bingung, pank sera male dengar tetangoa
kargna anak Terdakwsa vang bemama Scpli (Saksi Sepli Dwi Lukitasari)
balum menikah lap sudah melanirkan anak;

» Bahwa Terdakws yarg melihat kejadian tersebut langsung mencani kain
batik dan mengambil gunting dar &tas pintu kamar, lalu Terdakwa
menggunakan gunting untuk mengguntng tali pusar bayi terschul dan
salelan menggunling lal pusar bayi ldak [erdakwa ikal alau dijepl ;

» Hahwa selelan i Terdakwa langsurg membungkus bayi tersebui denoan
menggunakan sehalai kain batik dan Terdakwia kemodian memasukkan bayi
vang barg dilahitkan ferseout ke calam kantong plastik wearna hitam
sglarjulnya pada had Jumal tanggal 19 Desamber 2014 sekira pulkul 04.00
WIE terdakwsa pergl keloar rumah dengan mambawa bayi yang talzh
dimazukkan ke dalam kantong plastik warna hitam menuju ke arah rumah
saksl Suvali;

=  Hahwa =atelah Tardakera sampai dilokasi 4 depan rumah Saksi Suyali oi
Karanglo ALOR0T Desa Guli Kecamatan Mogosari, Kabupaten Boyolali laly
tardakwa langsung menarsh’ melatakkan bayi yang dibungkus kantong
plastik/ krezek warna hitam tersebul didesan piniv samping kanan rumah
saksi Suyati dan setalah ifu Terdakwa pulang ka rumah;

» Bahwa tujuan Terdakwa manarub atay meleiakkan bayi di depan rumah
Saksi Suyati supaya bayi tersebut dirawat oleh saksi Suyati,

s  Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan numah saksi Suyati adalan berdekatan
yailu berarak 3 (Liga) buah rumat:

= Hahwa satelah ordakesa sampai dirumah [alo Terdakwa masuk ke dalam
kamar saks! Septi dengan membaws ember yang diamhbil dan dapur yang

digunakan Terclakwa urtuk memasukkan an-ari tersebut dar wniuk mencuci
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ari-arni, lalu Terdakwa mengambil cangkul Bergagang kayu vang digunakan
lerdabwa uniuk mangoal lubang galian untuk mengubur ari-ar bayi yang
Banu lahir dan setalzh lubang galian siap lalu ari-arni tersebut lalu dimasukkan
ke dalam lubang galian dan dikubur atau ditimbun dengan tanah di dekat
dapur galelah ilu Terdakwa masuk kedalam kamar Sapl dan membsarsibkan
darah yano masih ada dikamar Sepli;

» Hahwa saksi Sepii habis melahirkan pingaan kurang lebib 1 {satu) jam dan
tidak di bawa ke dokier tapi dengan berupaya membern minyak kayvu putin
dan minum teh panas biar saksi Sopl sadar,

= Hahwa selelah saksi Sepb sadar dar pingsan -ada menanyakan kapada
Terdakwa keberadaan bayi yang dilahirkan dan dijgwab Terdakowa kalaw bayi
sudah ditempat Mbah Yati (Saksi Suyali} dan dirawat Saksi Suyati,

 Bahwa Terdaswa belum borbicara kepada saks Suyatl schelumnya agar
bayi larsabul dililipkan alau dirawal olen Saksi Soyal:

= Hahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desamber 2014 zahabis magrib jam
18.30. Wik, ada pstugas kepolisianisaksi Salam) dan saksi Sugenn Bandono
vang datang kerumah Terdakwa menanvakan fentang penemuan bayi di
depan rumah Saksl Suyatll hingga kemodian ditemukan barang buktl amber
dan jaket varg berdarah hingga akhirnya Terdakwa mengakui sendin 12lah
membuang bayi yang dilahirkan saksi Sepli dengan menaruh’ meletakkan di
depan pintu zamaing kanan rumah dari saksi Suyati.

« Bahwa laiar belakang perbuatan Terdakwra lersebul karena Terdakwa kilal
binguryy, serta maly dangan tatangga karena anak Terdakwa [Saksi Saph
Cemi Lukitzsari] belum menikah tapi sudah melahirkan bayizanak,

s Bahwa Terdakwa sewakiu anakmya melahirkan bayi tidak memanggil Gidan
alau cokler karena takut ketahuan crang:

= Hahwa alasan lardakewa menaruh bay o dekal rumab Saksi Sayalil karana
masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa ;

* Bahwa Terdakws sudah mengetabni yang menghamili saksi Septil anak
Terdakwa adalah Saksi Beis Asholeh wang tinggal 4 DkWidore
Ds.Glonggeng Kecamatar Mogesar, Kabupaten Bovolali can Sakel Hois
Asnolah vang mau barfanggung jawab menikahi saksi Sepl dan marawal

ayi tersebut;
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# Bahwa Septifanak Terdakwa sudah dilamar aleh Saksi Rois Asholeh dan
keluarganya dan keduanya segera akan manikah;
= Bahwa sekarang bayi lorsebul dirawal olah Budenya Sapli dan anak Saksi
(Sepli} =ara Terdakwa juga mau mengasuhnya;
» Bahwa Terdakwa membsnarkan Berita Acara Pemeanksaan (BAP} i
Kepalizian dan foto-ioto didalam Berita Acara Hekonstniks;
= Bahwa Tordakwa membenarkan  barang  oukti yvang  diperifatkan
dinersidangan ;
Menimbang, babtwa Penuniut Umum sebagaimana Penastapan Momors 10¢
Pen, Fidf2015PN Byl dan Penetapan Momer 12Pen PFid@1 5PN Byl telah
mengajukan barang bukli sebagal berikut:
= {=atu) lambar kantong plasiik’ krasek searna hitam;
= 1 (satu} lambar kain batik warna dasar pulin panjang = 4 m, labar ¢ 1.20
m bagan bawah hertuliskan ‘BATIK HALLIS SUTERA BY PODO
TRESNC BA 032"
» 1 {zatu) buah ember ferbuat dar plastk warna hijau;
A {zatu) lembar Jaket parasut warna silver;
o 1 {saly) buah gunting  merk Guninde gagangryva tarbuatl dasd plastik
warna hilam dan rmarah muda panjang £ 17 am. dan
s 1 {satubuab cangkul gagargnya terbuat can kayu panjangnya + G0 om;
Menimbang, bahwa Penunit Limum juga telah mengajukan bukfi surat
benpa;
= Visum Et Aapertum MNomor$40/0591 832014 tanggal 19 Desemoer 2014
varng ditanda langani olah dr. Astrid Filnan Purwandari, Kepala JPTOD
Puskesmas Mogosari Kabupaten Boyolali ataw dokier vang memeriksa,
vang menerangkan bahwa anak bermama Septi Dwi Lukitazsar benumur
18 Tahun anak dan Terdakwa lelah ditemukan luka robek dan
pendarahan pada jalan lahir kurang lebeh 7 ocmooteri saa tinggl furdus
(Rahim } 3 jari di bawah pusat dan penyebah pendarahan dan pedukaan
diperkirakan dan persalinan yang baru tefadi;
= Wizum El Beparium Momor 440061832014 tanggal 19 Desamber 2014
yanyg diouat dan ditandarngani olelh drodslid Fitnan Purwandani, Dokber
pada UPTD Puskesmas Mogeosan telah dilakukan pemeriksaan jerhadap
bayi laki-laki. dengan hasil Pemerksaan:
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& Fandisi umum baik dengan tanda vital:
~suhu:36,3 &
-Panjany badan 45 cm
-Berat badan 2.7 Kg
o Paca pemerksaan ditemukan:
Adanva luka gores di kaki kin £ 0.5 cm
~Tali pusal sudan dipolong lelapn belum dikal dan masib datam
keadaan berdarzh.

Kesimoulan: Telah diperikza bay laki-laki pada pemerksaan ditemukan

luka gores pada kaki kin dan 1al pusat yang maszh berdaran, diperkirakan

bayi lahir kurang dar enam jam seielah ditemukan.

Menimbang, babwa Terdakwa melaui Penazibat Hukumryva telah
mengajukan buktl surat berupa: Surat Perpyataan dan Rols Asholeh tetanggal
23 Marel 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian cipersidangan diperoleh
fakia-fakia hukum sebagai berikut:

« Bahwa benar pada har Jumat tanggal 19 Desembor 2014 sekira pukul
04.00 WIE Terdakwa talzh mambuoarg bayi dengan cara menaruh secrang
bayi laki-laki di depan numah Saksi Suyati di Dk Karanglo RL.O3Rw.01 Desa
Guli Kecamatan Mogosari, Kabupaten Bayolali;

=  Bahwa borar kgjadian barawal di ruman Tardakwa o Karanglo ALOBRw.01
Diesa Guii Kecamatan Mogosar, Kabupalen Boyolali pada sasat Terdakwa
vang sedang tidur di kamar terbanoun karena mendengar sUara tENGIsAn
Bayi pada pukul 9400WIR, lalu Terdakwa mencarn suara bayi tersebut dan
saal masuk kedalam kamar anak Terdakwa (Saksi Sepli). Terdakwa menjadi
tarkajuty kage! sekali melihat ada bayi yang swedah lahir bersama ari-arinya
sedang menangis yang posisingg di bawah selakangan Septi vang dialasi
jakel parasit wama abu-abu dan banyak darahnya sedangkan kondisi Saksi
Sapl pucal sarla pingsanfidak sadarkan din karena habis melahirkan bayi;

» Bahwa barar Terdakwa menjadi panik,khilaf, bingung, 12ku; ketahuan orang
serta malu dengan etangoa karenas anak Tercakws vang bernama Sepl
(Saksl Septi Dwi Lukitasan? belum menikah tap swdah melahirkan anak

hingga limbual neal Tesdakwa anbuk membuang bay lersebul;

Matrean L dad | Pulisan Maooe 2350 25031 550 Syt


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktori Putusan Mahkamah' Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

# Bahwa benar cara-cara vang dilasukan Tercakwa lale langsung mencarn kain
batik dan mergambil gunting dard atas pintu kamar, el Terdakesa
menggunakan gunling unluk meanggunlbng lali pusar bayi lersebol can
selelah mengounfing tali pusar bay Terdakwa tidax menqikat atau djepit
sehingga masin berdarah lalu Terdakwa langsurng membungkus  bayi
larsabul dengan menggunakan sehelai kain balik dan  Terdakwa lfaly
memasukkan bayi tersebut ke dalam karntang plastik warma hitam;

# Bahwa benar selanjuirya Terdakwa pada har pada hari Jumat tangoal 19
Dezember 2014 zckira pukul 04.00 WIB terdakwa pergi keluar rumah
dengan membawa bayl yvang telah dimasukkan ke dalam kantong plastk
kresak warna hitam pergi manuju ke arah rumah gaksi Suyati;

* Bahwa benar setelah sampal dilokasi di depan rumah Saksi Suyati di Dk
Karanglo RtOg01 Desa Guli Kecamatan Mogosari, Kabupaten Boyolali lalu
lardakswa  langsung  menaruly meleakkan bayi yang diburgkos  dalam
kartoryg plastilk kresak warna hitame larssbut di depan pintu samping kanzn
rumah saks! Suvali dan setelah u Terdakwa pulang ke ruman;

« Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan mumah saksi Suyatl adalah
berdekatan yvaltu besjarak 3 Jiga) buan remah;

=  Hahwa banar selelan ardakwa pulang kerurmabinga lalu Tercakwa masuk ke
dalam kamar saksi Septi dengarn membawa ember wama hijag vang
digunakan Terdakwa untuk memasukkan ari-ar dan untuk mencus ani-ar,
lalu Terdakwa mengambil cangkul bergagang kayu yang kemudian
digunakan Terdakwa unluk rmargoall lwbarg galian undbak mengubar ari-ari
Bayi vang bara lahir dan setzlah lubang galian siap lalu asd-an tersebul
dimazukkan ke dalam lubang galian dan dikubur atau ditimbun cengan @nah
di dakal dapur salalah il Terdakwa masuk kadalam kamar Sepli dan
membersinkan darah yang masih adz dikamar Sepfi;

 Bahwa benar tujuan bayi tersebut ditaruh atay diletakkan di depan numah
Saksi Suyati supaya bayi terscbut agar dirawat saksi Suyati;

= Bahwa benar solelah saksi Sepli sadar dan pingzar ada menanyakan
kepada Terdakwa ksbaeradaan bayl yang dilzhirkan dan dijawab Tardakiwa
kalauy oayi sudah ditempat Mbah Yafi (Saksi Swyatil dan dirgwat Saksi
Suyati,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktori Putusan Mahkamah' Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

# Bahwa benar Terdakwa belum berbicara kepada saksi Suyatl sebelumnya
aga” bayi tersebut ditiiipkan atau dirswat oleh Saksi Suvath dan Terdakwea
juga belurn berbicara dengan saksi Seati wakly ilo;

» Bahwa benar pada hari Jumat targoal 19 Desember 2014 sshabis magrib
jam 18.30.Wih, ada pelegas keoclisianisaksi Salam) dan saksi Sugeng
Bandeno yang datanyg kerumah Terdakwa menanyvakan fentang pensmuoan
bayi di depan romah Saksi Suyali hingga kamudiar dilermukan barang ookl
ember dan jaket vang berdarah hingga akhirnys Terdakws mengakui sendiri
telah membuang bayi yvang Jdilahikan saksi Septd  dengan menanshy
melstakkan o depan piniu 2amping kanan rumah dar zaksl Suyab.

=  Hahwa bDenar latar balakang perbualan Tercakwa ferssbul karena Tardalkwa
kilaf parik, hingung, takut ketahoan orang serta mall dengan t2tangoa
karena anak Terdakwa /Saksi Sept Dwi Lukitasan belum menikah tapi sudah
melanirkan anak;

= Hahwa benar Terdakwa tidak mengefabui kalae Septi bhamil karana
Terdakwa tidak bisa membadakan perubahan badan Septi karena badannya
Sept besar;

* Bahwa benar Terdakwa sudah mengetanu yvang menghamili saksl Sopty
anak, Terdakwa adalah Saksi Hoiz Asholeh yang mau barlanggung jawab
menikahi saksi Septi dan merawat bayi tarsebat;

* Bahwa benar Septéanak Tercakwsa sudah dilamar aleh Saks Rois Asholeh
dan keluarganya dan keduanya segera akan menkah;

s . Bahwa bonar sckarang bayi terscbut di rasvat dirumah Bude Sept aleh Bude
Sapl dan Saksi Sepli dan Terdakwa juga maug mengasubnya:

= BHahwa saksi-saksi dan Tardakwa mambenarkan Berila Acara Pamarksazn
(BAP] dan foto-foto dalam Berita Acara Rekonstruksi;

« Bahwa saksi-saksi dan Tercakws membenarkan barang bukli vang
digerlinatkan diparsidangar;

Menimbang, bakwa salanjulnea Majelis Hakim akan mamparlimbangkan
apakah berdasarkan fzkta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan tzlah malakukan tindak pidana vang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa lelah dicakwa oleh Panuntol Qmwm
dengan dakwaan tunggal sebagaimana digtur dalam Pasal 305 KUHP, yang

unsur-unsumya adalah sebagal berikut:
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1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur rrambuang sacrang anak dibawah usia tojuh 2bun supaya dipurgat
atau ditemukar orang lain dengan maksud urtuk melepaskan dirinya dan
anak itu, atau meninggalkan anak itu.

Ad. 1. Unsur Barang slapa ;

Menimbang., bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah
menunjuk kepada subjek afau pelaku tindak pidana yaitu crang (manusial
selaku subvek hukurm varg cidakwa melakukarn suaty tindak pidana, cimana
vang oersangkulan sedang dihadapkan diparsidangan, apabila perbuatannya
memienuhi unsur-ursur yang didakwakan, maka orang lersabut akan dirgalakan
sebagal pelaky’ dzder yang dapat dimintakan pertangoungawaban atas segala
tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan  beranggung  jawab
melekal eral kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskar calam MEMORIE
VAN TOELICHTING (v T kacual undanog-undaryg mananiukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan digersidangan yaity dari
keterangan saksi-saksi mavgun keterangan Tercakws, dimana Terdakwsa telah
membararkan idenlilas  difinya sabagaimana  yang lermual dalam Sural
Dakwaan Penuntut Umoum, pengakuean Terdakwa terssbui sepanjang identitas
dirinva tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka
Majclis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Ermor in Persona
afau kekaliruan dzlam mengadili arang sehingga yang dimaksod unsor “barang
aiapa” dalam hal ini adalah Tardakywa NGATINEM Binti KARTO WL yang shih
lanjut  gkan ditelti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi selurgh unsur dari
tindak pidana wang didakwakan  kepadanya, sehingga  Majelis  Hakim
barpandapal ursur ini taelah tergenuhi
Aol 2 Unsur membuang searang anak berusia dibawah tujuh tabun supaya

dipungut afau ditemukan orang lain dengen meksud wntuk
melepaskan dirinya dari anak ilu atau meninggalkan anak iu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila zalah
salu darn sub ursdar dari salab salu parbuatan diatas lalab ferbukli maka unsor
ini dianggap sudah ferp=ruhi;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang
dimaksud dengan*membuang” dapat diartkan (1] melepaskan (malemparkan)

sesuaiu varg tak berguna lagi dengan sargaja dani tangan: malemparkar;
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mencampakkan. £ menghilangkan; menghapuskan {3 menyia-nyiakan (waktu,
uang, dsby; (4 marghukum dengan jalan mengasingkan ke lampal jauh ataa
tarpencil;, sedangkan mengenai pargertian"menaref” dapat diartikan dengan
meleiakkan atay menempatkan sesuat.

Menimbang, babwa merdjuk dari Kamus Umum Bahasa  Indenesia
menganal pengerban “anak” secara elimologis diartikan dengan manusia yang
mazih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W, J. 5. Poerwadarminta,
Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balal Pustaka, 1984, him, 25,3

Menimbang. babwa walaupun di dalam KUHP ticak mardehnizikan apa
yvang dimaksud dengan “snak benssia odibawal kuh fabim” ssbagaimana
dimaksud dalam Pasal 305 KLHP namun demikian Majelis peru menjuk
kepada pengerian anak schagaimana dimaksue didafam Pasal 1 Uncang
urdang Momor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Momor 35 Tahun 2014
tantang Perubanhan  Undang-undang Momer 23 Tahon 2002 tentang
Ferindungan Anax menvebutkan Anak adalah sessorang yang bBelum berusia
1& [delapan balas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan:

Menimbang, bahwa mengenai umur si anak ada di bawah umuor fujuh
tahur fidak pesdu diketahui cleh pelaku karena dalam Pazal 3050 KUHP tidak
ternyata harus ada kesengajaan mengenal unsur ini, sedangkan hal ini ternyata
dikalahun dan wnswr lujuan unluk malepaskan anak ilu daripadanya. [ Tindak-
tindak pidana. tereniy di Inconesia, Prof.Dr Wirjono Prodjedikore, PT Refika
Aditama, 2002 hal 91)

Menimbang. bahwa terkail dengan perbualan aquo, yvang dimaksudkan
Dangan Sengafa ataw OFZET iu meanurat MEMORIE VAN TOELICHTING
deT) adalah "WILLEN EN O WETEENS dalam  arian  pembuat  harus
menghendak [ WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengeri
(WETEMN! akan akipat perbuatan i, dimana terdapat 3 {liga) bentuk dari
kasangajazn [ OFZET) vailu -

A. Kesengajaan sebagal maksud.
b. Kesengajaan sebagail kepastian atau keharusan.
0. kesengajaan sebagal kesadaran akan kemungkinan
rMenimbang, babwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yatu dan
katlerangan saksi-saksl, saksi ade charga. kelerangan lardakwa sarla bukli sural

dan harang bukti sehingga terdapat saling berkagesyaian maks telah diperoleh
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fakta hukum bahwa pada bari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sckira pukul
04.00 WIE Tardakwa (elah manaruh alag malstakkan sacrang bayi laki-laki gi
depan rumah Saksi Suyati di Ok Karangla BL0E8Bw.01 Desa Guli Kesamatan
Megesar, Kabupaten Bovolali, dimana kejadian berawal pada saat Terdakwa
vang sedang ldur di rumahnya larbangun karena mendengar suara langisan
bayi, ningaa kamudian Terdakwa yang lidur di kemar bersebelaban dangan
kamar anak Terdakwa [saksi Septi Dwi Lukitasard) lalu mencan suara Bayi
tersebut dan saat masuk kedalam kamar anak Terdakwa [Saksi - Sept).
Terdakwa menjadi larkejul! kagal sakali melihal ada bayi vang sudah [ahir
hersama ar-arinya sedang menangis yang posisinga di bawah selangkangan
caksi Septi yang dialasi jaket parasul warna abu-abu dan banyak darahnya
dimana Terdakwa melihal kondisi anak saksi (Sakzi Sepli) pucal garla pingsan/
tidak sadarkan dir karena habiz melahirkan bayi, hingga sedemikian mups
Terdakwa yang melihat ada bayi di dalam kamar Seoti (anak Terdakwal
membuat Terdakwa menjadi panik, khilaf Bngung, serta malu dengan tetangga
karana kondisi anak Terdakwa [Saksi Sepli Dwi Lukitasari) balum menikah tapi
sudan melahirkan bayicamak hirgoa kemudian timbul niat darl Terdalowa otk
membuang Dayi vang dilahirkan Sepli (anak Terdakwa) supaya tidak kelahuan
orary alau masyarakat;

Menimbang. batwa unfuk mewujudkan nigt dan perbuatannya tersebut,
Terdzkwa, faly langsurg mencan kain batik dan mengambil gunting dari atas
pintu karmar, kemudian Terdakwa menggunakan gunling untuk menggunting Lal
pusar bayi tersabui dan selslah manggurbing, fali pusar bayi tidak di kat alau
dijept sshingga masih berdarah dan bayi fersebut fanpa dibersinkan tariebib
dahulu lalu Terdakwea langsung membungkus bayl tersebut dengan scholai kaln
balik kermudian Terdakwa memasukkan bayi yang baru lahir lersebul ke dalam
kartorng plastik wama hitam, kemodian sekira pukol 0400 WIEB terdakwa nergi
keluar rumah dengan membawa bayi yvang telah dimasukkan ke dalam kantong
plastik! kresek wama hitam perg menuju ke arah rumah zaksl Suyati di Dk
karanglo BEOROT Desa Guli Kecamatan Mogosari, Kabupaten Boyolali lalu
tardakwa langsung menaruhd meletakkan bayi yang dibungkus dalam kanfong
plastik kresek warna hitam  tersebut di depan pintu kanan rumah saksi Suvati
selelah ilu Terdakwa meninggalkan bayi lersabul dan Tardakewa pulang ka

rumah, dimana diketabui rumah Terdakws denoan numah zaksi Suyati adalah
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berdekatan vailu berarak 3 (tiga) buah rumah dan pada saat Tendakwa
menaruh bayi di dekal rumah saksi Soyalb diketabui Tardakwa balum berbicara
dengan saks’ Suyali sehelumnya terkait bayi yang dilahirkan anak Terdakiwea
tersebut akan dititipkan ataw dirawat oleh Saksi Suyati;

Menimbang., bahwa zololab lordakwa sampai diremah lale Terdakwa
masuk ke dalam kamar saksi Sapl dengan membawa ember plastik warma hijau
vang digunakan Terdakws untuk memasukkan gri-ari dan untuk menguci-ari-ari,
lalu Terdakwa mengambil canghul bergagang kayu, vang digunakan Terdakwa
menggal lubang galian unluk mengubur ad-an Bayi yang baru lzhie can selalah
lubang ga'ian siap lalu ari-ari tersebut dimasukkan ke dalam lubang galian dan
dikubur atau ditimbun dengan tanah di dekat dagpur setelah tu Terdakwa masuk
kedalam kamar Sepli dan maembersibkan darah yang masih ada dikamar  Sepli
hingga selanjuinya saksi Suyati dan masyarakat margetabui penemuan bayi
yang baru lahir tersebur;

Menimbang, bahwa terkait pekara fcasy menundt B Soesile dalam
bukurya  Kilab Undang-Undang Hukom  Pidana (KUHF) serla  Komenlar-
komentarmya Lengkapn Pasal Cemi Pasal (hal. 224) vang mengatakan
‘menardhkan anak’ = membuang anak kecil arinya meninggalkan anak kel
vang belum berumus Wijuh Bhun i sualu tempatl sehingga dapat ditemuil oleh
aorang lain dangan fidak mengatahol sigpa arang tuanya, maksudnya adalahb
urituk melengskan tanggung jawab atas anak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perly memperimangkan
sacara barmbang, proparsional dan komprabansif bartahan yang diajukan oleh
Panasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan’ Pledainya varg pada pokoknya
terhadap Pasal 305 KUHP vang dikenakan terhadap Terdakwa tidak bisa
diperlanggungjawabkan dalam perkara ini alav lidak lerbukli karena adanya
unsur vang fidak ferbukti yaity dangan sengaa mambuang anzk usia dibawah
tujuh 1ahun yaitu sebagai berikut bahwa jarak antara umah Terdakwa cengan
tempal bayl diletakkan tidak jauh ataw sangat dekat. sehingga apabila Terdakwa
lalah membuang bayi larsabutl sangal lidak masuk akal, kalau memang
Terdakwa memaounyai niat untuk membuang bayi fersebut Terdakwa bisa
melakukan ke tempat vang jauh lidak diketahui orang, dibuang dizsungai atau

dikubur begilu saja. Mamun hal ini maksud dan Terdakwa adalah agar supaya
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diasuh cleh buderva {saksi Suyati}, 2chingga unsur dengan sengaja membuang
ardk usia dibawah tujub ahun ssbagaimana pasal 305 KUHP tidalk terbukli.

Menimbang, hahwa selanjutnya urtuk menguji mengenai unsur dalam
Pasal 305 KUHP maka MWajeliz perdu memperimbangkan  berdasarkan
kelerangan saksi-saksi. saksi ade charga, kalerangan Terdakwa, barang bukli
maupur bukl surat =sara petunjuk karenz mengingat sifat dari tindak pidana
vang berhubungan dengan Pasal 305 KUHP dalam perkara agquo harus
terpenuhinga minimum pembuktian berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal
184 KUHAP yang dioukbkan dengan lakla-lzkla hukom diparsdangan yailu
berdasarkan:

¢ Dari persesuaian keterangan saksi Tumin HS, Saksi Suyali, Saksi Deddy
Frois, Saksi Salam (Polisi, dan Saksi Sugeng Bancong, Saksi Sept Dw
Lukita Sani, yang oberkesasuvaian dengan kelerangan Terdakwa, bukti
surat dan barang bukti yvang ciajukan dipersidangan dikstahui pada ban
Jumar anggal 19 Desember 2014 sekira pukul 06200 WIB di depan
remahn Saksl Suyati di Dk Karangho BLOE/Rw.01 Desa Guli Kecamatan
Mogosar, Kabupaten Bowalali, telah ditemukan seorang bayi berjenis
kelamin laki-lzki yang dibuang dengan carg ditaruhy’ dilstakkan oleh
terdakwa, yang diketahui adalah bayi yang dilahirkan oleh Seoti (anak
kardung lardakwa sendin);

»  Adanya keterangan saksi Tumin HS, Saksi Suyat, Saksi Dedody Rois,
Saksi Septi Dwi Lukita Sari, Saksi Salam (Polisi), dan S3aksi Sugeng
Bandeono, vang berkesesuaian dengan keterangan Tercakws dan barang
Lukli serta bukli sural Visum El Reperlum  Momor440/05183/2014
targoal 18 Desembar 2014 yang ditanda tangant oleh dr. Astrid Fiiran
Pureandari, Kepala UPTER Puskesmas Mogosarn Kabupaten Bovalali atac
dokter yang memeriksa, vang menerangkan bamea anak bemama Sept
Chi Lukitasar berumur 18 Tahun arak dari Terdzkwa {elah ditemokan
luka robek dan pendarahan pada jalan lahir kurarg Iebib 7 em uteri serta
tinggl fundusz (Rahim ) 3 jari di bawah pusat dan penyvebab pendarahan
dan parlukaan diperkirakan dar pe-salinan yang oarg legadi;

« Dari persesuaian keterangan saksi Salam (Paolizil, Dan Saksi Sugeng
Bandono, Saksi Sept Dwi Lukita Sar, yang berkesesuzian dengan
kelerangan lardakwa dan barang bukl sarda bukl sural Visum ElL
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Fcportum Memeor 430061832014 tanggal 1% Desember 2014 yang
dibuat dan ditandangani alsh dr.Asind Filhian Pureandani, Dokler pada
LIPTD Puskesmas Mogosari telah dilakukan pemarksazn terhadap bayi
laki-laki vang digjukan dipersidangan diketabui pada Kesimpulan: Telah
diperiksa bayi laki-laki pada pemarksaan dilemukan luka gores pada kaki
kiri dan {ali pusat yang masih berdarah, diperkirakan bayi [ghir kurang
dar enam jam setelah ditemukan dan diakui cleh zaksi Septi dan
Terdakwa sendin kalau bayi tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh
Saksi Sepli dan kemudian dilelakkan oleh Terdakwa o depar pinlu
samping kanan rumah Saksi Suyat

¢ Dari persesuaian keterangan Saksi Suvati, Saksi Dedeoy Rois, Saksi
Salam (Polisi), dan Saksi Scpli Dwi Lukita Sari, yang berkescsuaian
dengan katerangan Teradakwa dan barang bukdi seqda bukl sural
maupun foto-icto Berita Acara Rekanstruksi diketahol rumah Terdakes
dengan rumah saksi Suyati-adalah berdekatan vaiu berarak 3 (tigal
buan  rmumah  dan odiketahul o dan  keterangan  saksi-zsaksi  diatas
mensrangkan saat Terdzkwa menaruh atay melastakkan bayi di dekat
remah saksi Suyafi diketahui belum berbicara dengan saksi Suyat
sehelumnya-agar bayi fersebut dirawat ataw diazuh cleh Saksi Suyat;

o Darnl persesuaian kelerangan Saksi Tumin HS, Saksi Suvall. Saksi Deddy
Fois, Saksi Salam  (Polisi)y, Can Sakst Sugeng  Bandono,  yang
berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukli vang
diajukan dipersicangan dketahui saksi-saksi membenarkan barang bukti
1 (salu} lembar kanlong plaslik’ kresek warna hitam darn 1 (saly) lembar
kain batik warna dasar putih panjang £ 4 m, lebar £ 1,20 m bagian bawsah
beruliskan “BATIK HALUS SUTERA BY POCD TRESNO BA 032" adalah
vang digunakar Terdakwa untuk memaungkus bayi yang dilahidean Sep
kermudian dilelakkan di dapan rumah saksi Suyati[]

*  [ari keterangan saksi Salam (Polisil, saksi Sugeng Bandono, saksi Septi
vang berkesesuaian dengan kelerangan Terdakwa yvang membenarkan
barang bukt lainnya vang diakul kepemilikaniyva oleh Terdakwa yailu 1
(sabu] buahn amber tarouat dasd plastik ssarna hijag unluk mancuc dan
membaws ar-ari Bayi vang hendak dikubur Terdakwa, 1 (satu] lembar
Jakot parasul warna silver £ abu-abau vang menjadi alas wakiu prosos
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kelahiran bayi, 1 (satuy buah gunting merk Guninde gagangnya terbuat
dari plasik ssarna hitam dan marab muda panjang + 17 om yang diakui
dan dibenarkan Terdakwa digunakan urtuk mangounting tali pusar bayi
terzebut dan 1 (saly buah cangkul gagangnya terbuat dari kayu
panangrya = 80 om yang dgunakan Terdakesa unluk membual lubarsg
galizn untuk mangubur ari-an bayi di dakal dapur rumah Terdakwa;

* Dari persesuaian keterangan saksi Tumin, Saksi Suyati, Saksi Deddy
Rois, Saksi Zalam [(Folisi], Dan Saksi Sept Dwi Luxita San, yang
berkesesuaian dengan katerangan Terdakwea dan bararyg bukti serta bukti
surat maudpun foto-foto Beritz Acara Rekonstruks) dikeiahui cara-cara
vang dilakukan Terdakwa sewaktu melakukan perbustannys;

¢ Adanya fakta hukum kalaw Terdakwa belum: berbicarz dengan saksi
Suyatl sebelumnya terkalt bayl vang dilahirkan anak Tercakes tersobur
urituk dibilipkan zlau dirawal oleh saksi Suyali;

*» Adanya fakts  hukum bahwa  perbuatan Terdakwea tersebat
dilatarbelakang’ karena Terdakwa merasa panik, khilai, bingurg, sets
malu dengan tetanggd - setelah Terdakwa melihat ada bayi di dalam
karmar Sepli (anak Terdakwa) sedangkan kondisi anak Terdakwa (Saksi
Sept Dwi Lukitasar) belum menikah fapi sedah melahitkan bayi’ anak
hingga kemucdian timbul nist Terdakwa supaya kelahiran bayi erschut
tidak kelahuan arang maka Terdakwa membuang bay lerseoulT
Menimbang, babwa herdasarkan fakta-fakia hukwum yang dperoleh

dipersidangan tersebut, sudah jelas tujuan terdabwa membuang bay pada har
Jumalk tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 02400 WIB, dengan cara
menaruh alaw maletakkan bayi varng berjenis kalamin laki-laki  di depan gintu
samaing kanan rumah Saksi Suyat di Dk Karanglo BLOSFew.01 Desa Guli
Fecamatan Nogosari, Kabupaten Bovalali adalah supava ditemukan oleh Saksi
Suyali alau supaya dirawal aleh saksi Suyal sehinoga kelahiran bayi dari anak
Terdakwa iersebut tidak ketahuan orang, dimana hal ini dilatarbelakangi karena
terdakwa wang khilaf, panik, bingurg, takut diketahoi orang lain dan male
dengan letangga mengingat kendisl anak Terdakwa vang bermama Sepli (Sakel
Sapl Dwi Lukitasard)  belum manikah lapi sudah malahirkan bayicanak hingga
sedemikian rupa timbul nigt Terdakwa suoaya kelahiran bayi tersebut tidak
kotahuan crang’ masyvarakat maka kemudian Tercakws mewujudkan piathya
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urtuk membearg bayi terscbut dengan barapan menjadikan lepas tanggung
jawaty darn Terdakwa alau fidak tarikal dengan kabaradaan bayi yang baro
dilahirkan tarssbut dengan manaruh atau meletakkannya di depan rumah Saksi
Suyali padahal Terdakwa mengetabui bayi fersebut masih hidup dan
spharusnya adalah kawajiban dari Terdakwa unluk mengurasi alau merawalnya
afau satidak-lidaknya meleiakkan di termpat sepalutnya atau diserahkan kapada
pihak berwenang tapl kemudian Terdakws malah membuang bayi tersebut
dengan menaruhnya secara sembunyi-sembounyi dan kemudian meninggalkan
bayi larsebul sandirian sahingga maksud dan ojuan Terdakwia malepaskan
tanggung jawabnya atas anak it telah tercapai ;(Hopge Raad tanggal 20 April
1925 menyebutkan"Sesecrang vang meletakkan anak o dalam  rumah
pengirapan atau suatu lempat yang tdak sepabdlnya kemudian menolak
membawanya dan ditinggal pergi, elah meninggalkan anak terssbui™]
Menimbang, bahwa berdasarkan perfimbangan-pertimbangan  distas,
Majelis Hakim kurang zeperdapat dengan Mota Pembelaan vang diajukan aleh
Panasital Hukurm  Terdakwa  yang  manyaiakan unsur dengan sangaja
membuang anak usia dinawah fujub sahun s2hagaimana pasal 305% KLUHP tidak
terbukli karena maksud dan Terdakwa adalah agar supaya diasuh oleh budenya
[saksi Suyali] yang lidak didukung oleh kelerangan saksi-saksi maupun barang
bukti lainnya, dimana Maels dengan berdasarkan keterangan saksi Suayatfi,
saksi Dedi Bois maupun saksi Sept Dwi Lukitasan serta saksi-saksi lainnya
vang berkesasuaian dengan kelerangan Terdakwa diketahui memang Lidak ada
pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Suyali tarkait maksed
Terdakwa supaya bayi tersebut dizsuhatau dirawat cleh Saksi Suyati, dan hal ini
juga telah diakul oleh Tercakwa dipersidangan scdangkan dari keterangan saksi
ada charge vang digjukan yvailu Saksi Sarmo Sarwoke dan saksi RBois Azholeh
tidak mergetahui apakah ada pembicarzan sebaslumnya Terdakwa dengan
Saksi Suvati erkat bayi yang bany lzhir, dimana dan kelerangan saksi ade
charge barya mangetahui tentarg kondisi bayi yang telah 4 lakbidean olch Sopti !
arnak. Terdakwa dan rencana Saksl Septifanak Terdakwa yvang akan manikah
dengan =aksi Rais Ashaleh karena felah dilamar oleh saksi Bois Asaleh
sehingpa terkait dengan perkara incasy maka terhadan Terdakwa sebagai
orarg yang pertama mengetahui kelahiran tersebut memaunyai kewajiban maoral
urituks malindungi bayi tersebui dengan cara yang wajar dan manusiawi dengan
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tidak meninggalkannya scorang din di suatu empat vang dikbawatickan bisa
menimbulkan rasiko yang dapal mangancam kesslamatan jiwa bayi larssbul
karana baru dilghirkan.

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa
dalam memutus perkara aguoe juga berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 52
ayal (1] Undang-undang Momor 35 tabun 1999 {entang Hak Azasi Manusia
karzna pada hakekatnya menyebutkan "Sefiap anak berhak aias perdincungan
oleh crang tua, keluarga, masyvarakat, dan negara® dan kemudian avat (2) *Hak
arak adzalah hak asazi manusia dan unluk kepenticgannya hak anak ilu dakui
dan dilindungi oleh hukam sejak anak dalam kardungan®. sedangkan di dalam
FPasal 53 ayat [1] “Seliap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup,
mempariahankan hidup, dan meningkatkan faral kehdupannya™, selain i
dalam kelenivan Pasal 13 ayal 1 Undang-undang Momor 23 Tahun 2002 jo
Undang-undarg Momer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Urdang-undang
Momor 23 Tahun 2002 tertang Perdindungan Anak dimana “Setiap anak zelama
dalam pargasuhan crang lua, swal -alau pibak lain mana pun yang barlanggung
jawab a&tas pengasuhan, bethak mendapat pedindungan dar perdakuan:
dizkriminasi; ekspletasi, baik  ckencmi maupun  seksual,  penclantaran;
kekejaman. kekerasan, dan penganiayaan: ketidakadilan; dan perdakuan salah
lainmya”, sehingge beritik  folak damikian maka hal ini juga  menjadi
pertimbangan Magelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adi'nya;

Menimbang, babwa selain tu adanya fakta hukem darni keterangan saksi
Fois Saleh vang barkasesuzian darngan katarangan saksi-zaksi lainnya maupun
keterangan Terdakwa dimana dikstahui szksi Rais Ashalzh mau BE=ranogung
jawal atas bayi vang dilahirkan Saksi Septi dan mau menikahi Saksi Septi Dwi
Lukitagar  Janak Terdakwa) serla Sepli sudah dilamar olsh Boie dan
keluarganya dimara keduanya akan menikah omaka hal in juga menjadi

perimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adiinya;

Menimbang. bahwa can aga yang lalah divraikan sebagaimana larsebul
di atas maka Majelis memperimbangkan erhadap selurub rangkaian perbuatan
terdakwa scbagaimana tersebut diataz maka perbuatan erdakwsa torscbut
dipandang merupakan “Wifens En Wellens” alau merupakan perbualan

‘manghandaki dan mengetabui®, dimana  rangkaian perbuatan Terdakwa
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terzcbut oi atas didasarkan pada kehendak, kesadaran, atav pengetahuan
lerdakwa unfuk mawujudkan niatnya melakukan parbuatian mambuang bayi
sudan ada setslah Tardakwa melihat anak Terdakwsa [Saksi Septi) malahirkan
bayi di dalam kamarnya dimana latar belakany perbuatan Tercakws tersebut
kararna Tardakwa panik, khilal, bingung, lakul kelahuan crang serla malu
dengan fetangoa, hingoa sedemikian rupa Terdakwa membawa bay yang telah
dimasukkan Terdakwa ke dalam kanteng plasik warna hitam urtuk kemudian
menarnhnya atau meletakkan bayi tersebut secara sembunyi-sembunyi i
depan pinlu samping kanan romah Saksi Suyati lalo Terdakwa  oergi
meninggalkan bayi tersebut dengan tujuan supaya bayi tersebut ditemukan dan
dirawat oleh saksi Suyali sehingga maksud dan wjvan Terdakwa melepaskan
langgung jawabnya atas anak ilu lelah tercapai

Menimbang, babwa berdasarkan keseluruhan perbmbangan digtas maka
menurit hemat Majelis, sebagaimana sistim pembukiian yvang diatur dalam
pasa 183 KUHAP batas minimal pembukian yvang hans terpenuhi yaitu
minimal 2 (dua ) alat bukli yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, talah
tamenuhi dalam pembuktian perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat
perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud
dalam dakwaan Peountul Umum sehingga dengan demikian unsur ini telah
tarpenuhi terhadap dirt Tardakwa.

Menimbang, bahwa cleh karena selurub unsur dari Pazal 305 KLUHP
lelah lerpanubi. maka Terdakwa harnuslah dinyatakan Lelah terbukl secara sah
dan mayakinkan melakukan tindak pidana sabagaimana didakwakan dalam
dakwaan Tunggal;

Monimbang, babwa  calam  persidangan,  Majeliz Hakim  tidak
menemukan hal-hal yang dapal menghapuskan perlanggungjawaban pidana.
haik ssbanai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maks Terdakwa harus
mempertanggurgjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bedanggung jawab,
maka harus dinyatakan barsalah dan dijgiuhi pidana;

Menimbang, babwa sebslum menjaiuhkan putusan, Majelis Hakim tidak
sependapal dengan lamanya wniulan Penuntul Umum dengan pertimbangan
hukurmar  pidana yang dijaluhkan bokanlabh semala-mata meropakan
pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lehib dari tujuan yang ingin dicapai
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adalah  wniwk mendidik dan menginsafi kesalaban  terdakesa yang  telab
menyadan kasalabannya, sshingga diharapkan kelak dikemuodian Barn Terdakwa
menjadi anggota masyarakal vang halk dan berfanggung jawab dan tidak
mengulangi tindak pidana 7 efek jera, sekaligus juga penjatuban hukuman ini
berlujuan memberikan perindungan khususnya kepada anak yang dilahirkan
sebagal amanan dan karunia Tuhan Yang Maha Ess, yang dalam dirings
melekat harkat dan marabat sebagai manusia seutuhnya vang tidak baleh disia-
siakan. Sehingga beritik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai
keyakiran oahwa bukurman yvarg akan dijglubkan pada dini Terdakea adalah
hukuman yang TEFAT, LAYAK, ADIL dan MANLISIAW erhadap oin Terdakwa
sesual dengan peraturan perundangan yang berlaky, sehingoa cukup beralasan
bagl Majels Hakim uniuk menjalubkan  putusan  yang seadil-adilnya bagi
Terdzlwa ssbagaimana amar putusan d bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ni terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tarsebut hargs dikurangkan selunabnya dari pidana yvang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
tarmadap Terdakwa dilandas alazan yang cukup. maka perlu ditelapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam fahanan;

Menimbang, babwa terhadap barang bukti vang diajukan di persidangan
urluk sefarjulnya diperiimbangkan ssbagail berikut :

= j=atu) fambar kantorg plasiik’ krasek wearna hitam;

= 1 (zatu} lambar kain batik warna dasar polin panjang = 4 m, labar £ 1,20
m bagan bawah hertuliskan "BATIK HALLIS SUTERA BY PODO
TRESHND BA 327

o 1 {zatu) buah ember terbuat dand plasts warna hijau;

¢ {zatu) lembar Jaket parasut warna silver;

o 1 dsaly) buah guniing  merk Guninde gagargrva terbuatl darl plastik
warna hilam dan rearab muda panjang + 17 am. dan

* 7 jzalu) buah canghkul gagangnya larbual dan kayvy panjangnya £ 80 cm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah
dipergunakan sebagai alat atau sarana yang terkail eral untuk melakukan
kejahatan maka lerhadap bararyg bukli Lersebu! dirampas wunivk dimusnankan:
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Menimbang, bahwa schelum menjatubkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu diparlimbangkan larlabih dabale kazdaan varng membaratkan dan
yvang manngankan Terdakwa;

Feadaan yang memberatkan:

o Tordakwa selaku nerek dan bayi vang baru dilahirkan dani anak Terdakwea
seharusnya manjaga, malincungi dan merawal bayl lersebul dan lidak
malah menglantarkan bayi teraebut;

# Perbuatan Terdakwa juga berentangar dergan noma kepatutan, noma
agama serta nilai-nilai varg dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Hal-hal yana mesdndgankan :

» Tardakwea mengakui terus lerang akan parovatannya dan sangat menyesali
perbuztannys serta berjanji tidak akan mergulangi lagi perbuatannys;

* Terdakwa balum peman dinukum;

¢ Adanva keinginan kuat dar Terdakwa untuk merawat bayi yvang dilahirkan

oleh Septl {anak Terdakwa) torsebut yang sekarang dalam keadaan sehat

*» Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan o'eh anak Terdakwa (saksi Septi
e Luktasar) vang merupakan ibw kandung dar bayi 1erseaut dan Rois
Sheleh (yvang mad Beranggung jawab uniuk menikahi anak Terdakwa
(Sepli} dimana keduanya akan segera menikah dan merawal Dayi
tarsebut;

renimbang, bahwa oleh karena Terdakesa dijatuhi pidana maka haruslah
dibedan pula untuk mambayar biaya perkara:

temperhatikan Pasal 305 KUHP, Undang-Lndang Momor 8 Tabun 1981
tantang Kitab Undang-Lirdang Hukum Acara Fidana sera peraiuran-pesaiuran
hiikum lain yvang bersarghkutan:

MEMGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NGATINEM Binti KARTO WIJI telah terbukti
secara 3ah dan meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana
“Membuang seorang anak dibawah usla wjuh tahun dengan
maksud unluk melepaskan divi darl anak ffu alau meninggalkan
anak it -
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¢, Menjatubkan pidana terhadap Terdakwa NGATINEM Bintl KARTO WiJI
olah karena itu dengan pidana penjara zelama 1 {salu) ahun can 2 (dua)
bulan:

3. Menstapkan masa penangkapan dan penahanan yvang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan selunuhnya dari pidana vang dijaishkan;

4. Menatapkan agar Terdakwa lelap berada dalam tananan;

h. Menetapkan barang bukii berupa:

* 1 {satu} lembar kantong plastik’ kresek warna hitam;

o 1 i(gatu} lembar kain batik warna dasar putin panjang « 4 m, kzbar ¢ 1,20
m bagian bawah berduliskan “BATIK FALUS SUTERA BY PODD TRESMD
E& 0327

» 1 {satu) buah embes terbuat dari plastik warna hijao;

1 {satu) lsmbar Jaket parast warna silves;

* 1 {(sawy) buah guniing merk Gurindo gagangrva tzrbuat dari plastik
warna hitam dan merah muda panjang 4 17 om, dan

o 1 {zatu) buah cangkul gagangriva terbuat can kayu panjangnya + 50 cm;

Dirampas untuk dimuznankan ;

f. Membsbankan kepada Terdakwa untuk mambayar  biaya  perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Cemikianlah diputuskan dalam rapat permusyasaratan Majeliz Hakim
pada hari Jurmal targaal 17 Agril 2015 aleh PSPLIULPYAML, 5H., M.H.. sabagai
Hakim Ketuz  Majslis, YULA SUS5ANDA, S HoMH. dan ADITYO DAMLUR
LITOMD, 2 H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggaota Majelis, ouvtusan
diucapkan dalam persidangan yang lerbuka unluk umum pada hari Selasa,
tangoal 21 April 20145 olah Keiua Majalis tarsabut dan ddampingi Hakim-Hakim
Angoctas Majeliz yang sama, dibartu oleh SR MULYAMI, SH., Panitera
Fenggarti pada  Pergadilan  MNegeri Bovolali sesta cihadin aleh SRI
WAHYLUMIMNGSIH, SH, Jaksa Penuniul Umum pada Keaksaan Negeri Boyolali
dan Tesdakwa ddampingi Penasinat Hukumnya.

Hakim-hakim Angoota Hakim Ketua Majelis
Ttd Tid

YULIA SUSANDA, 5.H. M.H. FOPLJULIYANIL S.H.. MH
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Ttd
ADITYO DANURUTOMO, SH.,

Panitera Pengganti,
Ttd

SRI MULYANI, SH.

Halaman 35 dari35 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Byl
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